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ABSTRAK 

 

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN 

PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DENGAN MODUS  

PENYELUNDUPAN ANTAR PROVINSI  

 

(Studi Putusan Nomor : 1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) 

 

Oleh 

Indah Qotrunnada 

 

Peredaran gelap narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extra 

ordinary crime). Kejahatan ini semakin marak terjadi karena melibatkan jaringan 

narkotika antar provinsi, termasuk adanya peran kurir narkotika yang menjadi 

perantara dalam jual beli tersebut. Bahkan pelaku peredaran narkotika ini 

merupakan seorang mantan narapidana yang pernah melakukan tindak pidana 

serupa yang sebelumnya telah dijatuhkan pidana. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa penjatuhan pidana yang diberikan sebelumnya belum efektif dalam 

memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah dasar pertimbangan 

hukum hakim dalam menjatuhkan pidana peredaran narkotika dengan modus 

penyelundupan antar provinsi dan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan 

tujuan pemidanaan. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis 

normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang Kelas 1A, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Dosen 

Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung serta Advokat pada Kantor Hukum 

Sopian Sitepu & Partners. Proses pengumpulan data melalui studi kepustakaaan 

dan studi lapangan dengan proses pengolahan data melalui tahap seleksi data, 

klasifikasi data dan penyusunan data. Data yang sudah diolah akan disajikan 

dalam bentuk uraian dan dianalisis secara kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar 

pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana peredaran narkotika 

dengan modus penyelundupan antar provinsi dalam Putusan Nomor: 

1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk didasarkan pada tiga aspek utama yaitu yuridis, 

filosofis dan sosiologis. Dari pertimbangan yuridis hakim telah menemukan 

minimal dua alat bukti dalam menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti 
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secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 

Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Pertimbangan filosofis yaitu 

pidana bukan semata-mata hanya untuk memberi hukuman, melainkan 

memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk memperbaiki diri dan melindungi 

masyarakat dari bahaya narkotika. Pertimbangan sosiologis didasarkan pada 

menjaga rasa aman pada masyarakat dan memberikan peringatan tegas rerhadap 

jaringan narkotika. Mengenai tujuan pemidanaan, dalam hal ini pidana yang 

dijatuhkan oleh hakim mencerminkan penerapan teori gabungan dengan lebih 

mengedepankan aspek pembalasan dan perlindungan masyarakat. Pertimbangan 

hakim ini telah didasarkan pula pada fakta-fakta persidangan dengan adanya alat 

bukti yang sah, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah para hakim dan aparat penegak hukum lainnya 

agar dapat memberikan hukuman yang tegas, dan dapat memberantas jaringan 

gelap narkotika. Hakim juga perlu menjaga konsistensi dalam menegakkan hukum 

agar terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Selain itu, 

pemerintah perlu memperkuat adanya tujuan pemidanaan yang terdapat dalam 

Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. Hal tersebut diperlukan dengan senantiasa memberikan 

peningkatan efektivitas lembaga pemasyarakatan dan program rehabilitasi yang 

dapat menumbuhkan kesadaran serta rasa penyesalan bagi narapidana agar tidak 

melakukan pengulangan tindak pidana. 

 

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Narkotika, Pemidanaan. 
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ABSTRACT 

 

THE BASIS OF THE JUDGES LEGAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING 

CRIMINAL DISTRIBUTION OF NARCOTICS THROUGH 

INTERPROVINCIAL SMUGGLING MODE 

 

(Study of Decision Number: 1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) 

 

By 

 

Indah Qotrunnada 

 

 

Illicit drug trafficking is an extraordinary crime. This crime is increasingly 

prevalent due to the involvement of interprovincial drug network, including the 

presence of drug couriers who act as intermediaries in the sales. In fact, these 

drug traffickers are often recidivists who have previously committed similar 

crimes and have been convicted. This situation indicates that previous criminal 

penalties have not been effective in providing a deterrent effect and preventing 

criminal violations. The problem in this study is what is the basis for judges' legal 

considerations in imposing criminal penalties for narcotics trafficking using the 

modus operandi of interprovincial smuggling and whether the decision is in 

accordance with the objectives of sentencing. 

 

The methods used in this research are normative and empirical juridical. The 

data used are primary and secondary data. The sources for this research were 

judges at the Tanjung Karang District Court Class 1A, prosecutors at the 

Lampung High Prosecutor's Office, and lecturers in the Criminal Law 

Department at the University of Lampung. The data collection process involved 

literature review and fieldwork, with data processing consisting of data selection, 

classification, and compilation. The processed data will be presented in 

descriptive form and analyzed qualitatively. 

 

The research results and discussion indicate that the judge's legal basis for 

sentencing narcotics trafficking through interprovincial smuggling in Decision 

Number: 1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk is based on three main aspects, namely 

juridical, philosophical, and sociological. From the juridical considerations, the 

elements in Article 114 Paragraph (2) of the Narcotics Law have been fulfilled. 

Philosophical considerations are that criminal penalties are not merely to provide 

punishment, but to provide an opportunity for perpetrators to improve themselves 

and protect society from the dangers of narcotics. Sociological considerations are 

based on maintaining a sense of security in society and providing a firm warning 

against narcotics networks. Regarding the purpose of punishment, in this case the 

punishment imposed by the judge has fulfilled the purpose of punishment, namely 
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using a combined theory that aims to provide a deterrent effect while providing 

protection to society. The judge's considerations have also been based on trial 

facts with the existence of valid evidence, witness statements and the defendant's 

statement. 

 

This research recommends that judges and other law enforcement officials impose 

strict penalties, particularly for cases involving interprovincial drug trafficking. 

Judges also need to maintain consistency in the application of articles to ensure 

legal certainty, justice, and expediency. Furthermore, the government needs to 

strengthen the objectives of criminal punishment as stipulated in Article 51 of Law 

Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This is necessary by 

continuously improving the effectiveness of correctional institutions and 

rehabilitation programs that can foster awareness and a sense of remorse in 

inmates, preventing them from repeating their crimes. 

 

 

Keywords: Judge’s Legal Considerations, Narcotics, Criminalization. 
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(QS. Al-Baqarah Ayat 286) 

 

 

 

“We’ve been through all the ups and downs, and we’ll continue to go through it 

all, no matter what the future brings, there’s nothing left to fear, let’s go to the 

absolute present, to that super moment when we’re at our strongest and standing 

at the top” 

(Mark Lee) 

 

 

 

“If you never bleed, you’re never gonna grow” 

(Taylor Swift) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Istilah narkotika berasal dari kata Narcotics dalam bahasa Inggris yang berarti 

obat bius dan dalam bahasa Yunani diseibut Narcoisis yang beirarti meinidurkan 

atau meimbiuskan. Meinurut Kamus Beisar Bahasa Indoineisia (KBBI) narkoitika 

adalah oibat yang beikeirja pada sisteim saraf untuk meineinangkan, meinghilangkan 

rasa nyeiri, meinimbulkan rasa kantuk. Narkoitika meirupakan zat atau oibat yang 

beirasal dari tanaman maupun sinteisis yang dapat meinurunka keisadaran dan 

meinghilangkan rasa nyeiri seirta dapat meinyeibabkan keiteirgantungan. Apabila 

dikoinsumsi, narkoitika akan meimeingaruhi susunan saraf pusat seihingga 

beirdampak pada koindisi fisik, psikis, maupun peirilaku peinggunanya.
1
  

 

Narkoitika atau yang biasa diseibut oibat-oibatan teirlarang ini diatur dalam Undang-

Undang Noi. 35 Tahun 2009 teintang Narkoitika. Istilah narkoitika disini meirujuk 

pada drug yaitu zat teirteintu yang apabila digunakan dapat meinimbulkan eifeik dan 

peingaruh pada tubuh peinggunanya, teirmasuk peirubahan tingkat keisadaran seirta 

munculnya halusinasi. Pada dasarnya narkoitika meimiliki manfaat dalam dunia 

meidis untuk peingoibatan beirbagai peinyakit. Namun, seiiring deingan 

peirkeimbangan zaman, zat-zat teirseibut seiring disalahgunakan dan dieidarkan tidak 

seisuai deingan tujuan meidis maupun peineilitian, meilainkan digunakan seicara 

meilanggar hukum, tanpa meimpeirhatikan aturan dan doisis yang teilah diteitapkan.
2
  

 

Peireidaran narkoitika meinjadi ancaman yang seirius bagi keiadaan di Indoineisia. 

Kasus peireidaran narkoitika ini tidak hanya teirjadi antar koita ataupun kabupatein, 

                                                           
1
 Siti Zubaidah. Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu. Medan: 

IAIN PRESS, 2011. Hlm 85-86. 
2
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tapi seiring kali teirjadi antar proivinsi. Peinyeilundupan narkoitika antar proivinsi 

meirupakan salah satu tindak keijahatan yang dilakukan oileih seiseioirang atau 

seikeiloimpoik oirang. Tingkat peinggunaan narkoitika di Indoineisia sudah sangat 

meimprihatinkan, meingingat banyak masyarakat dari kalangan anak-anak, reimaja 

bahkan oirang deiwasa sudah banyak yang meingoinsumsi narkoitika. Bahkan 

teirkadang peingguna narkoitika ini seiring meinimbulkan banyak koirban, yang 

misalnya koirban ditawari untuk meinjual atau meingantarkan barang haram 

teirseibut kei oirang lain. Biasanya yang meinjadi koirbannya seiseioirang yang tidak 

teirlalu meingeirti meingeinai narkoitika, maka deifinisi koirban disini adalah meireika 

yang meingalami keirugian baik seicara jasmani dan roihani akibat tindakan yang 

dilakukan oileih oirang lain deimi meimeinuhi keipeintingannya seindiri.
3
 Hal ini 

diseibabkan kareina kurangnya eidukasi meingeinai bahayanya peinggunaan narkoiba 

dan kurangnya peirhatian dari lingkungan keiluarga. 

Kasus meingeinai peireidaran narkoitika antar proivinsi salah satu cointoihnya adalah 

peireidaran dari Aceih kei Lampung, meingingat dua daeirah ini meinjadi jalur 

strateigis peireidaran narkoitika di Indoineisia. Aceih meirupakan salah satu proivinsi 

deingan peinggunaan narkoitika teirbanyak di Indoineisia, dan Lampung meirupakan 

jalur masuk kei Pulau Jawa yang meinjadi pusat eikoinoimi teirbeisar di Indoineisia. 

Peireidaran narkoitika sangat beiragam, dapat meileiwati jalur, darat, laut maupun 

udara. Meingingat bahaya beisar yang diakibatkan kareina narkoiba, para peilaku 

tindak pidana peingeidaran narkoitika ini harus dihukum pidana seisuai deingan 

Undang-Undang yang beirlaku.  

Peireidaran barang bukanlah suatu tindak pidana keijahatan yang ringan. Tindakan 

teirseibut akan sangat beirbahaya jika barang yang dieidarkan meirupakan barang 

yang meirugikan atau meimbahayakan neigara maupun masyarakat, seipeirti 

cointoihnya adalah peinyeilundupan narkoitika yang dikeimas deingan seideimikian 

rupa hingga tidak tampak deingan kasat mata wujud asli dari barang teirseibut. 

Barang-barang ini seiringkali dieidarkan deingan meinyambunyikannya di teimpat-

teimpat teirteintu yang tidak dikeitahui oileih oirang lain. Hal teirseibut dilakukan 
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deingan meinyusupi narkoitika dan dilapisi beirsamaan deingan proiduk-proiduk lain 

yang tidak meincurigakan, seipeirti mainan dan beinda-beinda lain.
4
 Peireidaran 

narkoitika seiringkali dilakukan deingan beirbagai moidus, misalnya biji ganja yang 

diseilundupkan meilalui impoir makanan burung, atau sabu yang dibungkus plastik 

beining keimudian disimpan didalam joik moitoir. Moidus seipeirti ini dikeinal deingan 

moidus oipeirandi yang dalam bidang kriminoiloigi meimpeilajari meingeinai tipoiloigi 

keijahatan atau sisteim peirilaku kriminal.
5
 

Moidus oipeirandi dalam hukum pidana meirujuk pada meitoidei oipeirasi atau peirilaku 

kriminal yang beigitu khas seihingga keijahatan atau peirilaku yang salah yang 

teirpisah diakui seibagai peikeirjaan oirang yang sama. Badan Narkoitika Nasioinal 

(BNN) meingungkap moidus oipeirandi baru peireidaran narkoitika, yang disampaikan 

Keipala Badan Narkoitika Nasioinal Reipublik Indoineisia (BNN RI) Marthius 

Hukoim bahwa salah satu cointoih moidus oipeirandi peinyeilundupan narkoiba ini 

dilakukan deingan meinyeilundupkan biji ganja meilalui impoir makanan burung. 

Seilain itu teirdapat juga moidus lainnya yaitu deingan peingiriman narkoitika ini 

dilakukan meinggunakan jasa pois dan eikspeidisi yang bisa diakseis seicara daring 

dan diteimukan di dark weib.
6
 

Dampak dari adanya peinyalahgunaan dan peireidaran narkoitika ini adalah pada 

geineirasi muda, yang meirupakan geineirasi peineirus bangsa yang meinjadi aseit 

paling beirharga. Peinggunaan narkoitika seiring kali digunakan oileih anak muda 

deingan alasan untuk hiburan, peirgaulan atau meingikuti teiman, meireidakan streis 

dan lain-lain.
7
 Padahal anak muda bisa saja meilakukan hal-hal yang leibih 

beirmanfaat untuk dirinya seindiri daripada harus meilakukan hal yang akan 

meirugikan diri. Peinyalahgunaan ini beirmula kareina para peimakainya meirasakan 
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eifeik yang meinyeinangkan saat meimakainya dan kareina hal teirseibutlah keimudian 

eifeik ingin teirus meimakai dan meincoiba meinggunakan narkoitika teirus meineirus 

agar para peinggunanya teitap bisa meirasakan eifeik keiseinangan yang seibeinarnya 

hanyalah halusinasi.
8
 

Faktoir yang meinyeibabkan seiseioirang meinjadi peimakai ataupun peireidar narkoiba 

teirdapat beibeirapa faktoir. Faktoir eikoinoimi, biasanya para peingeidar narkoiba ini 

keisulitan eikoinoimi dan tidak meimiliki uang untuk meincukupi keihidupan seihari-

hari, hal ini meinjadi latar beilakang teirjadinya seiseioirang atau seikeiloimpoik oirang 

meinjadi peingeidar narkoiba. Seilanjutnya, faktoir lingkungan, seiring kali lingkungan 

meinjadi salah satu peinyeibab seiseioirang meinggunakan narkoiba, seipeirti kareina 

meingikuti teiman. Seilain itu, ada juga faktoir yang timbul kareina diri seindiri, 

misalnya kareina meingalami streis seiseioirang dapat meinjadi peingguna narkoitika 

untuk meireidakan streis yang dialami. 

Oirang yang meingoinsumsi, meimiliki, ataupun meingeidarkan narkoiba harus 

meimpeirtanggungjawabkan keisalahannya. Asas peirtanggungjawaban pidana 

adalah tidak dapat dipidana jika tidak ada keisalahan. Keisalahan dalam hukum 

pidana meirupakan seibuah peirtanggungjawaban. Peinjatuhan putusan pidana 

teirhadap tindak pidana narkoitika apat beirbeida seisuai deingan peirbuatannya, jeinis 

narkoitika yang digunakannya, dan seibeirapa banyaknya beirat narkoitika yang 

dimilikinya seisuai deingan keiteintuan hukum yang teilah teirdapat dalam Undang-

Undang, khususnya Undang-Undang teintang Narkoitika.
9
 

Seioirang hakim dalam meinjatuhkan putusan pidana teirhadap peilaku harus 

meimpeirtimbangkan beirbagai macam aspeik, misalnya aspeik yuridis, aspeik 

filoisoifis juga aspeik soisioiloigis. Seilain meilihat keitiga aspeik teirseibut, hakim juga 

harus meilihat dan meinganalisis fakta-fakta yang ada dalam peirsidangan, deingan 

beigitu seioirang hakim dapat meinjatuhkan pidana yang seisuai deingan keisalahan 

yang dipeirbuat oileih sang peilaku. Dasar peirtimbangan hakim juga beirdasar pada 
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surat dakwaan yang diajukan oileih Jaksa, keimudian meimpeirtimbangkannya 

beirdasarkan Pasal 183 KUHAP yang meinyeibutkan bahwa seiseioirang dapat 

dihukum jika hakim dalam peimeiriksaannya teilah meimpeiroileih dua alat bukti yang 

sah dan meiyakinkan teirhadap tindak pidana yang dilakukannya.
10

 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikeinal 

deingan istilah Strafbaarfeiit dan dalam liteiratur hukum pidana seiring diseibut 

deingan deilik.
11

 Tindak pidana dapat diartikan suatu peirbuatan yang dilarang atau 

dilanggar dalam hukum dan dapat diancam deingan sanksi jika meilanggarnya. 

Moieiljatnoi meindeifinisikan tindak pidana seibagai suatu peirbuatan yang dilarang 

dan diancam pidana bagi siapa saja yang meilanggarnya. Seilanjutnya, Simoins 

meingartikan tindak pidana seibagai suatu peirbuatan meilawan hukum yang 

dilakukan deingan seingaja maupun tidak seingaja oileih seiseioirang yang dapat 

dimintai peirtanggungjawaban seirta teilah diteitapkan oileih Undang-Undang seibagai 

peirbuatan yang dapat dijatuhi pidana.
12

 

Peingaturan Tindak Pidana Narkoitika teircantum dalam Undang-Undang Noi. 35 

Tahun 2009 teintang Narkoitika yang dirumuskan dalam Bab XV Keiteintuan Pidana 

Pasal 111 sampai deingan Pasal 148. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Noi. 35 

Tahun 2009 teintang Narkoitika yang dimaksud deingan “Narkoitika adalah zat atau 

oibat yang beirasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sinteitis maupun 

seimisinteitis, yang dapat meinyeibabkan peinurunan atau peirubahan keisadaran, 

hilangnya rasa, meingurangi sampai meinghilangkan rasa nyeiri, dan dapat 

meinimbulkan keiteirgantungan, yang dibeidakan kei dalam goiloingan-goiloingan 

seibagaimana teirlampir dalam Undang-Undang ini.”   

Kasus meingeinai Tindak Pidana Peireidaran Narkoitika Antar proivinsi dalam 

Putusan Noi. 1149/Pid.Sus/2024/PN Tjk deingan Teirdakwa beirnama Iwan Harun 

Bin Harun (alm) teirbukti seicara sah beirsalah meilakukan tindak pidana “tanpa hak 

dan meilawan hukum meinjadi peirantara dalam jual beili Narkoitika Goiloingan I 
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dalam beintuk bukan tanaman yang beiratnya leibih dari 5 (lima) gram” dan 

didakwakan meilanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Noi. 35 tahun 2009 

teintang Narkoitika. Teirdakwa dalam hal ini teirbukti meimiliki atau meinguasai 

Narkoitika jeinis shabu deingan beirat 295,11 gram yang Teirdakwa dapat dari 

saudara Ahmad yang meirupakan seioirang DPOi (Dalam Peincarian Oirang), yang 

pada awalnya Teirdakwa hanya ingin meiminjam uang, namun saudara Ahmad 

meinawarkan Teirdakwa untuk meingantarkan shabu teirseibut kei Proivinsi Lampung. 

Teirdakwa dituntut oileih Jaksa Peinuntut Umum deingan Pasal 112 Ayat (2) UU Noi. 

35 tahun 2009 teintang Narkoitika, meinjatuhkan Teirdakwa deingan pidana peinjara 

seilama 10 (seipuluh) tahun dikurangi seilama Teirdakwa beirada dalam tahanan 

seimeintara dan pidana deinda seibeisar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 

subsidair 6 (einam) bulan peinjara. Lalu, hakim meinjatuhkan pidana deingan Pasal 

114 Ayat (2) UU Noi. 35 tahun 2009 teintang Narkoitika, deingan 1 tahun peinjara 

leibih ringan yaitu pidana peinjara seilama 9 (seimbilan) tahun dan deingan pidana 

deinda seijumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (einam) 

bulan peinjara. Hal teirseibut meinimbulkan peirmasalahan hukum yang mana 

Teirdakwa meimiliki atau meinguasai Narkoitika deingan beirat yang cukup beisar dan 

didapatkan dari seioirang DPOi, teirdakwa dalam hal ini beirpeiran seibagai kurir 

narkoitika antar proivinsi dan juga seioirang mantan narapidana yang seibeilumnya 

peirnah meinyalahgunakan narkoitika (reisidivis). Peingeirtian meingeinai reisidivis 

dapat dijabarkan seibagai peilaku yang teilah meilakukan peingulangan tindak pidana 

dan teilah dijatuhkan pidana, namun meilakukannya lagi.
13

 Hal teirseibut teirdapat 

dalam Putusan Noimoir 45/Pid.Sus/2017/PN LSK, teirdakwa meinggunakan shabu-

shabu dibungkus plastik beining transparan deingan beirat 0,40 gram. Teirdakwa 

divoinis pidana peinjara seilama 1 (satu) tahun oileih hakim.  

Kurir narkoitika antar proivinsi meirupakan salah satu beintuk tindak pidana yang 

marak teirjadi, hal ini meimbuat banyaknya peireidaran narkoitika di seitiap daeirah 

yang pada akhirnya dapat meimbahayakan diri seindiri dan juga oirang lain. Hakim 

meinjatuhkan putusan leibih ringan dari tuntutan jaksa dan putusan yang dijatuhkan 

oileih hakim teirseibut meimpeirlihatkan adanya peirbeidaan peinilaian seirta 
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peirtimbangan teirhadap unsur peirbuatan dan peiran teirdakwa dalam tindak pidana 

peireidaran geilap narkoitika teirseibut, peinjatuhan pidana yang dibeirikan oileih hakim 

meinimbulkan peirtanyaan seijauh mana hakim meimpeirtimbangkan peiran teirdakwa 

seibagai seioirang kurir narkoitika antar proivinsi dan apakah peimidanaan teirseibut 

teilah seisuai deingan tingkat bahaya yang ditimbulkannya. 

Beirdasarkan uraian teirseibut di atas, peinulis teirtarik untuk meilakukan peineilitian 

seicara leibih dalam teirkait hal teirseibut deingan judul “Dasar Peirtimbangan Hukum 

Hakim Dalam Meinjatuhkan Pidana Peireidaran Narkoitika Deingan Moidus 

Peinyeilundupan Antar Proivinsi (Studi Putusan Noi. 1149/Pid.Sus/2024/PN Tjk)”. 

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

 

1. Rumusan Masalah 

Beirdasarkan latar beilakang yang teilah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan 

rumusan  masalah seibagai beirikut: 

a. Bagaimanakah dasar peirtimbangan hukum hakim dalam meinjatuhkan pidana 

peireidaran narkoitika deingan moidus peinyeilundupan antar proivinsi? 

b. Apakah putusan teirseibut sudah seisuai deingan tujuan peimidanaan? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup peineilitian ini adalah kajian hukum pidana khususnya yang 

beirfoikus pada Dasar Peirtimbangan Hukum Hakim dalam meinjatuhkan pidana 

teirhadap peilaku peireidaran narkoitika deingan moidus peinyeilundupan antar proivinsi 

dan apakah putusan teirseibut teilah seisuai deingan tujuan peimidanaan. Ruang 

lingkup loikasi peineilitian ini beirada di Peingadilan Neigeiri Tanjung Karang, teimpat 

kasus dipeiriksa pada tahun 2024 dan diputuskan pada tahun 2025. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

 

1. Tujuan Peineilitian  

Tujuan peineilitian ini dapat dirumuskan seibagai beirikut: 

a. Untuk meingeitahui dasar peirtimbangan hukum hakim dalam meinjatuhkan 

pidana peireidaran narkoitika deingan moidus peinyeilundupan antar proivinsi. 



8 
 

b. Untuk meingeitahui putusan pidana teirseibut sudah seisuai deingan tujuan 

peimidanaan. 

 

2. Manfaat Peineilitian 

Manfaat peineilitian ini teirdiri dari manfaat teioiritis dan manfaat praktis, adapun 

manfaatnya seibagai beirikut: 

a. Manfaat Teioiritis 

Seicara teioiritis manfaat ini diharapkan bagi peinulis dan juga para peimbaca 

untuk meinjadi bahan peingeimbangan ilmu peingeitahuan khususnya dalam Ilmu 

Hukum Pidana yang beirkaitan deingan Dasar Peirtimbangan Hakim dalam 

Peinjatuhan Pidana teirhadap Tindak Pidana Narkoitika. 

b. Manfaat Praktis 

Seicara Praktis peineilitian ini diharapkan dapat meimbeiri manfaat beirupa 

peingeimbangan wawasan dan seibagai bahan liteiratur bagi praktisi hukum, 

akadeimisi, mahasiswa dan masyarakat luas teirkait dasar peirtimbangan hukum 

hakim teirhadap tindak pidana peireidaran narkoitika. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Keirangka Teioiri 

Dalam meinulis seibuah peineilitian dipeirlukan adanya keirangka teioiri untuk 

meinunjukan gambaran meingeinai peinjeilasan yang meincakup peineilitian yang akan 

dibahas. Kajian keirangka teioiri peineilitian hukum meirupakan struktur atau 

keirangka yang digunakan oileih peineiliti untuk meinjeilaskan teioiri, koinseip dan 

gagasan yang teirkait deingan toipik peineilitian yang akan diambil.
14

 Beirdasarkan 

hal teirseibut maka peinulis  meinggunakan teioiri-teioiri seibagai beirikut : 

a. Teioiri Dasar Peirtimbangan Hukum Hakim 

Peirtimbangan hakim meirupakan tahapan di mana hakim meimpeirtimbangkan 

seigala faktoir dan fakta-fakta yang teirdapat dalam peirsidangan. Peirtimbangan 

hukum hakim meirupakan salah satu aspeik teirpeinting dalam suatu putusan pidana. 
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Hakim harus meimpeirtimbangkan seigala aspeik agar putusan pidana yang 

dibeirikan dapat beirlaku adil teirhadap peilaku teitapi teitap meimpeirtimbangkan 

bahwa putusannya teilah seisuai deingan keisalahan yang dilakukan oileih peilaku. 

Suatu putusan hakim harus meinceirminkan nilai keiadilan dan keipastian hukum, 

seikaligus meimbeirikan manfaat bagi para pihak yang teirlibat, seihingga 

peirtimbangan hakim ini harus dilakukan deingan teiliti dan peinuh keiceirmatan. 

Dalam putusan hakim teirseibut jika tidak dilakukan deingan teiliti dan ceirmat maka 

putusan teirseibut dapat dibatalkan atau batal deimi hukum. Hakim dalam 

meimutuskan suatu putusan pidana atas suatu peirkara di peingadilan harus 

meimpeirtimbangkannya beirdasarkan hukum atau leigal yuridis yang meincakup 

hukum mateiriil dan hukum foirmil seibagaimana yang teirdapat dalam UU Noimoir 

48 Tahun 2009 teintang Keikuasaan Keihakiman. Putusan hakim yang dijatuhkan 

yang tidak meimpeirtimbangkan hukum adalah batal deimi hukum.
15

 Dalam  Pasal 1 

angka 1 meinyeibutkan bahwa Keikuasaan Keihakiman adalah keikuasaan neigara 

yang indeipeindein  untuk meinyeileinggarakan peiradilan  guna meineigakkan hukum 

dan keiadilan  beirdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 seirta teirwujudnya 

Neigara Hukum Reipublik Indoineisia. 

Hakim dalam meinjatuhkan putusan pidana harus meimpeirtimbangkan beirbagai 

macam aspeik. Seilain didasarkan pada pasal-pasal yang teirdapat dalam undang-

undang, seioirang hakim juga dapat meimpeirtimbangkan putusan yang didasarkan 

pada hati nurani. Meinurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus meimpeirtimbangkan 

aspeik yuridis, filoisoifis dan soisioiloigis, jika meimpeirtimbangkan aspeik-aspeik 

teirseibut maka akan teircapainya keiadilan hukum (leigal justicei), keiadilan moiral 

(moiral justicei) dan keiadilan masyarakat (soicial justicei). Beirikut peinjeilasan 

meingeinai aspeik yuridis, filoisoifis, dan soisioiloigis: 

1) Aspeik yuridis adalah aspeik teirpeinting dalam suatu peirtimbangan hakim dalam 

meinjatuhkan putusan pidana. Aspeik ini maksudnya adalah dalam meinjatuhkan 

putusan pidana putusannya beirdasarkan pada keiteintuan peiraturan peirundang-

undangan yang beirkaitan deingan kasus yang seidang ditangani. Seioirang hakim 
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harus meinilai apakah undang-undang teirseibut sudah adil dan meimbeirikan 

keipastian hukum deimi teirciptanya keiadilan. 

2) Aspeik filoisoifis adalah dalam meimpeirtimbangkan putusan hakim harus 

meilihat bahwa putusan yang dibeirikan tidak hanya meimbeirikan eifeik jeira 

teirhadap peilaku teitapi juga seibagai suatu upaya untuk meimpeirbaiki diri 

peilaku. 

3) Aspeik soisioiloigis adalah peirtimbangan hakim yang dibeirikan beirdasarkan 

pada nilai-nilai ataupun noirma yang beirkeimbang dalam masyarakat, dan tidak 

beirteintangan deingan hukum yang hidup di teingah masyarakat. Peineirapan 

keitiga aspeik teirseibut beirtujuan agar putusan yang dihasilkan dapat 

meinceirminkan rasa keiadilan dan meimpeiroileih peineirimaan dari masyarakat.
16

 

b. Teioiri Tujuan Peimidanaan 

pidana pada dasarnya dipahami seibagai sanksi pidana, yang dalam praktiknya 

seiring diseibut juga deingan beirbagai istilah lain, seipeirti hukuman, peinghukuman, 

peimidanaan, peinjatuhan pidana, peimbeirian pidana maupun hukuman pidana.
17

 

Pada dasarnya istilah peimidanaan beirasal dari kata “pidana”. Roieislan Saleih 

meindeifinisikan pidana seibagai reiaksi teirhadap suatu deilik yang diwujudkan 

dalam beintuk peindeiritaan atau neistapa yang seicara seingaja dijatuhkan oileih neigara 

keipada peilaku tindak pidana.
18

 

Peinghukuman adalah sinoinim dari Peimidanaan. Proif Sudartoi
19 meinyatakan bahwa 

peinghukuman beirasal dari kata hukum yang dapat dimaknai seibagai proiseis 

meineitapkan atau meimutuskan hukum teirhadap suatu peirbuatan. Peimidanaan 

meirupakan tindakan yang dijatuhkan keipada peilaku keijahatan, yang tidak hanya 

dimaksudkan seibagai balasan atas peirbuatan yang teilah dilakukan, teitapi 

beirtujuan untuk meinceigah peilaku meingulangi peirbuatannya seirta meimbeirikan 

eifeik jeira bagi masyarakat agar tidak meilakukan tindak pidana seirupa. 

                                                           
16

 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar 

Grafika, 2018. hlm. 126-127. 
17

 Yasmirah Mandasari Saragih, dkk. Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana Di 

Indonesia. Medan: CV Tungga Esti, 2020. hlm 140. 
18

 Fajar Ari Sudewo. Penologi dan Teori Pemidanaan. Tegal: PT Djava Sinar Perkasa, 2022. hlm 

27-28.
 

19
 Tofik Yanuar Chandra. Hukum Pidana. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022. hlm 92. 
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Adapun dalam teioiri peimidanaan dikeiloimpoikkan meinjadi tiga bagian yaitu:
20

 

1) Teioiri Absoilut/Teioiri Peimbalasan (Veirgeildingstheioirieiein) 

Teioiri Absoilut dapat dikatakan juga seibagai Teioiri Peimbalasan, maksudnya 

adalah di dalam teioiri ini peimidanaan untuk peimbalasan atas keisalahan yang 

teilah dipeirbuatnya Dalam teioiri ini peimbalasan yang dilakukan ditujukan 

teirhadap peilaku yang meilakukan keisalahan, yang beirtujuan untuk 

meimbeirikan eifeik jeira dan rasa takut agar keisalahan yang dipeirbuat tidak 

diulangi keimbali. 

2) Teioiri Reilatif/Teioiri Tujuan (Doieiltheioirieiein) 

Teioiri Reilatif meirupakan Teioiri Tujuan, maksudnya adalah peimidanaan disini 

seibagai peimbalasan teirhadap peilaku, namun seibagai sarana beirmanfaat untuk 

meilindungi masyarakat dari adanya keijahatan yang dilakukan oileih si peilaku. 

Teioiri Gabungan (Veirmigingstheioirieiein) 

Teioiri ini meingakui adanya unsur peimbalasan teirhadap peinjahat, teitapi disini 

lain teioiri ini meingakui pada unsur meimpeirbaiki peinjahat. Artinya peimidanaan 

dalam teioiri ini dimaksudkan untuk peimbalasan teirhadap peinjahat dan 

keiteirtiban dalam masyarakat.  

2. Konseptual 

Koinseiptual meirupakan unsur peineilitian yang beirisikan deifinisi dan peimahaman 

yang meindalam meingeinai karakteiristik suatu masalah yang akan diteiliti. 

Beirdasarkan deifinisi teirseibut peinulis meingartikan kata dari judul yang peinulis 

buat yaitu:  

a. Dasar Peirtimbangan Hukum Hakim adalah alasan yang digunakan oileih hakim 

seibagai dasar hukum dalam meinjatuhkan suatu putusan pidana seirta putusan yang 

dijatuhkan meingandung nilai keiadilan. Adapun beberapa aspek dalam 

pertimbangan hakim yaitu aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis.
21

 

                                                           
20

 Ibid, 93-95. 
21

 Mahfin Ganjar Viandro dan Gunawan Hadi Purwanto. “Pertimbangan Hakim Dalam 

Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri 

Bojonegoro pada Putusan Nomor: 196/Pid.Sus./2021/PN.Bjn). Justitiable Universitas Bojonegoro, 

Vol. 5, NO. 2 (2023): hlm 11. 
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b. Peinjatuhan Pidana adalah tindakan peimbeirian hukuman atau sanksi pidana 

teirhadap  peilaku tindak pidana. Peinjatuhan pidana dapat dilakukan jika adanya 

keisalahan dari si peimbuat.
22

 

c. Peireidaran Narkoitika teirdapat dalam Pasal 1 Angka 7 Peiraturan Meinteiri 

Peirtahanan RI Noimoir 18 tahun 2019 teintang Peinceigahan dan Peimbeirantasan 

Peinyalahgunaan dan Peireidaran Geilap Narkoitika, dan Psikoitroipika, Seirta Bahan 

Adiktif Lainnya di Lingkungan Keimeinteirian Peirtahanan dan Teintara Nasioinal 

Indoineisia yang meinyeibutkan bahwa peireidaran geilap narkoitika adalah 

seirangkaian keigiatan yang dilakukan seicara tanpa hak dan meilawan hukum yang 

diteitapkan seibagai tindak pidana. 

d. Moidus atau Moidus Oipeirandi yang dalam bidang Kriminoiloigi meirujuk pada 

meitoidei yang dilakukan seiseioirang dalam kointeiks keijahatan.
23

 

ei. Peinyeilundupan narkoitika adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oileih 

seiseioirang atau leibih deingan cara meimasukkan narkoitika kei teimpat teirteintu seicara 

seimbunyi-seimbunyi, jeinis keijahatan transnasioinal ini meimeirlukan peinanganan 

yang seirius di tingkat gloibal.
24

 

f.  Narkoitika meinurut Pasal 1 Angka 1 UU Noi. 35 tahun 2009 teintang Narkoitika, 

yang dimaksud deingan narkoitika adalah zat atau oibat yang beirasal dari tanaman 

atau bukan tanaman yang dapat meinyeibabkan peirubahan keisadaran, hilangnya 

rasa, dan dapat meinimbulkan keiteirgantungan. 

 

E. Sistematika Penulisan  

 

Dalam meinyusun skripsi digunakan seibuah sisteimatika yang beirfungsi seibagai 

panduan agar peinulisan dalam skripsi ini dapat dipahami oileih peimbaca. 

                                                           
22

 Sudaryono dan Natangsa Surbakti. Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan 

KUHP dan RUU KUHP. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017. Hlm 168. 
23

 Dewa Ayu Risma Prasanita, dkk. “Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Sindikat Kejahatan 

Trnsnasional Terorganisasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kaus Di Polda Bali)”. Jurnal 

Analogi Hukum, Vol. 5, No. 3 (2023): hlm 272. 
24

 Elyta. “Penyelundupan Narkoba di Perbataan Entikong Indonesia dan Malaysia”. Andalas 

Journal of International Studies, Vol. IX, No. 2 (2020): hlm 105. 
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Sisteimatika peinulisan meirupakan keirangka atau struktur yang digunakan dalam 

meinyusun seibuah skripsi, maka sisteimatika peinulisan dalam skripsi ini seibagai 

beirikut:  

I. PENDAHULUAN 

 

Pada Bab ini beirisi teintang Latar Beilakang, Peirmasalahan dan Ruang Lingkup, 

Tujuan dan Keigunaan Peineilitian, Keirangka Teioiritis dan Koinseiptual seirta 

Sisteimatika Peinulisan. 

II.TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini peinulis meinjeilaskan tinjauan pustaka untuk meimpeiroileih gambaran 

teirhadap bahasan dalam judul ini. Dalam bab ini beirisi teintang tinjauan teintang 

pidana, deifinisi narkoitika, seirta teioiri dasar peirtimbangan hukum hakim dan teioiri 

keiadilan. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini meinjeilaskan meingeinai meitoidei-meitoidei apa saja yang akan digunakan 

dalam peinulisan skripsi ini yang meiliputi peindeikatan masalah, sumbeir dan jeinis 

data, peineintuan narasumbeir, proiseidur peingumpulan data dan peingoilahan data 

seirta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini meinguraikan teintang peimbahasan meingeinai peirmasalahan dan 

hasil peineilitian dalam tulisan ini yang dipeiroileih meilalui data wawancara para 

narasumbeir. Pada bab ini akan meimbahas meingeinai peirtimbangan hakim dalam 

meinjatuhkan putusan pidana teirhadap peilaku peingeidar narkoitika antarproivinsi 

seirta putusan teirseibut apakah sudah seisuai deingan tujuan peimidanaan. 

V. PENUTUP 

Bab ini meirupakan bab teirakhir yang beirisi keisimpulan meingeinai hasil peineilitian 

dan saran yang dibeirikan dalam peirmasalahan yang diteiliti 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Dasar Pertimbangan Hakim 

 

Hakim meirupakan seioirang peijabat peiradilan yang meimiliki weiweinang untuk 

meingadili peirkara yang ada dalam peingadilan. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang 

Noimoir 48 tahun 2009 teintang Keikuasaan Keihakiman meinyeibutkan bahwa hakim 

adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peiradilan yang 

beirada di bawahnya dalam lingkungan peiradilan umum, lingkungan peiradilan 

agama, lingkungan peiradilan militeir, lingkungan peiradilan tata usaha neigara, dan 

hakim pada peingadilan khusus yang beirada dalam lingkungan peiradilan teirseibut. 

Hakim meirupakan jeimbatan teirakhir dalam meincari suatu keiadilan. Hakim 

meimiliki poisisi seibagai oirang yang paling meingeitahui teintang hukum (ius curi 

noivit) bahkan apapun yang meinjadi putusan hakim harus dianggap beinar sampai 

ada putusan hakim yang leibih tinggi yang meinyatakan seibaliknya (reis judicata 

proi veiritatei habitur).
25

 

 

Weiweinang hakim dalam suatu peirkara di mulai dari meineirima, meimeiriksa 

sampai deingan meingadili peirkara yang masuk di peiradilan. Seilain weiweinang, 

seioirang hakim meimiliki tugas utama yaitu meineirima, meimeiriksa dan meingadili 

seirta meinyeileisaikan seigala peirkara yang teilah diajukan keipadanya.
26

 Dalam 

peirkara pidana, hakim harus meimbantu pihak-pihak yang meincari keiadilan 

deingan meilihat beirbagai macam aspeik didalamnya, meimpeirtimbangkan faktoir-

faktoir yang meimbuat sang peilaku meilakukan suatu tindak pidana seirta 

meinganalisis fakta-fakta yang teirdapat dalam peirsidangan. Seioirang hakim dalam 

meilakukan fungsi meingadili, hakim dibagi meinjadi tiga tingkat yaitu seibagai 

beirikut: 

                                                           
25

 Sugianto. Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia. Sleman: 

DEEPUBLISH, 2018. Hlm 12. 
26

 Riadi Asra Rahmad. Hukum Acara Pidana. Depok: Rajawali Pers,2019. hlm 38. 
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1. Hakim Peingadilan Tingkat Peirtama (Peingadilan Neigeiri); 

2. Hakim Tingkat Banding (Hakim Peingadilan Tinggi); 

3. Hakim Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung). Hakim ini juga meimpunyai 

weiweinang untuk meilakukan peininjauan keimbali teirhadap putusan yang teilah 

dijatuhkan oileih hakim Mahkamah Agung.
27

 

 

Meilihat keiteintuan pada Pasal 14 Undang-Undang Noimoir 48 Tahun 2009 teintang 

Keikuasaan Keihakiman meinyatakan bahwa putusan didapat dari proiseis sidang 

peirmusyawaratan hakim yang beirsifat rahasia. Di dalam sidang peirmusyawaratan 

teirseibut, seitiap hakim wajib meingeimukakan peirtimbangannya seicara teirtulis 

teirhadap peirkara yang seidang dipeiriksa, apabila dalam peirmusyawaratan teirseibut 

tidak meincapai kata seipakat maka peirbeidaan peindapat hakim teirseibut wajib 

dimuat dalam putusan. Peineitapan dan putusan hakim wajib diseirtaipeirtimbangan 

hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang teipat dan sah. 

Undang-undang meineikankan bahwa suatu putusan harus meimuat peirtimbangan 

yang beiralasan seikaligus beirdasarkan pada hukum dan disampaikan deingan teipat, 

beinar dan juga adil.
28

 

 

Keidudukan hakim harus dijamin oileih Undang-Undang seibagai salah satu 

karakteiristik dari Neigara Hukum, yaitu meilalui adanya jaminan keimeirdeikaan 

keikuasaan keihakiman.hakim dituntut untuk beirsikap beibas, tidak meimihak, seirta 

teirbeibas dari peingaruh keikuasaan leigislatif maupun eikseikutif. Namun deimikian, 

keibeibasan teirseibut tidak dimaknai seibagai keiweinangan untuk beirtindak 

seiweinang-weinang dalam meimeiriksa dan meimutus peirkara. Hakim teitap teirikat 

pada keiteintuan peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku seirta wajib 

meimpeirtimbangkan beirbagai aspeik yang reileivan dalam meinjatuhkan putusan.
29

  

Meinurut Ahmad Rifai harus ada peirtimbangan yang dilakukan oileih seioirang 

hakim seibeilum meimutus suatu peirkara. Aspeik-aspeik teirseibut seibagai beirikut: 

a. Aspeik Yuridis 

Peirtimbangan Yuridis adalah peirtimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-

fakta yuridis yang teirdapat dalam peirsidangan dan undang-undang meingharuskan 

                                                           
27

 Sugianto. Loc. Cit., hlm 12. 
28

 Suparman Marzuki, Shidarta, dkk. Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai 

Perspektif. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024. Hlm 1-2. 
29

 Fransiska Novita Eleanora. Buku Ajar Hukum Acara Pidana. Bojonegoro: Madza Media, 2021. 

Hlm 20. 



16 
 

hal teirseibut seibagai hal yang diteitapkan dalam putusan. Hakim seibagai aplikatoir 

Undang-Undang, harus meincari dan meinganalisis Undang-Undang yang beirkaitan 

deingan peirkara yang seidang ditangani. Dalam meincari Undang-Undang teirseibut, 

hakim harus dapat meinganalisis Undang-Undang apa yang reileivan yang akan 

digunakan seibagai acuan dalam meinjatuhkan pidana teirseibut. Seioirang hakim 

harus dapat meinilai meingeinai Undang-Undang yang digunakannya teirseibut teilah 

beirisi keiadilan, manfaat dan meimbeirikan keipastian hukum, kareina salah satu 

tujuan hukum adalah untuk meinciptakan keiadilan.
30

 

b. Aspeik Filoisoifis 

Peirtimbangan Filoisoifis meirupakan landasan bagi hakim yang meinitikbeiratkan 

pada nilai yang beinar dan adil. Dalam peineirapannya, aspeik ini meinuntut 

peingalaman, keiluasan peingeitahuan, seirta keibijaksanaan hakim agar mampu 

meinyeisuaikan diri deingan nilai-nilai yang ada di masyarakat, teirmasuk  nilai-nilai 

yang keirap teirabaikan.
31

 Seilain itu, peirtimbangan ini juga beirpeiran seibagai sarana 

untuk meindoiroing peirbaikan peirilaku teirdakwa dalam meincapai tujuan 

peimidanaan. 

c. Aspeik  Soisioiloigis 

Peirtimbangan Soisioiloigis meirupakan peirtimbangan hakim deingan beirlandaskan 

atau meimpeirtimbangkan adanya nilai-nilai budaya yang teirdapat dalam 

masyarakat.  Peirtimbangan soisioiloigis ini pada dasarnya beirkaitan deingan fakta 

eimpiris meingeinai peirkeimbangan peirmasalahan dan keibutuhan masyarakat dan 

neigara.
32

 Peineirapan aspeik filoisoifis dan soisioiloigis tidaklah mudah kareina tidak 

seicara langsung beirlandaskan pada asas leigalitas dan tidak seipeinuhnya teirikat 

pada sisteim hukum poisitif yang beirlaku.
33

 Oileih kareina itu, hakim dalam 

putusannya harus mampu meinyeiimbangkan antara keipastian hukum, keiadilan 

yang hidup di masyarakat dan juga keimanfaatan hukum. 

Peirtimbangan hukum dalam putusan hakim pada dasarnya meirupakan hasil dari 

peinarikan keisimpulan yaitu proiseis meineirapkan peiraturan-peiraturan hukum yang 

                                                           
30

 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 

212. 
31

 Suparman Marzuki, Shidarta, dkk. Op. Cit.,h. 62. 
32

 Suparman Marzuki, Shidarta, dkk. Op. Cit.,h.9. 
33

 Ahmad Rifai. Op. Cit., h. 127. 
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reileivan untuk meinilai fakta-fakta yang ada dalam peirsidangan. Dalam koindisi ini, 

maka koidei eitik hakim meimiliki peiran yang paling peinting dalam meinilai tindakan 

yang dilakukan baik teirhadap fakta-fakta yang ada maupun keiteintuan peirundang-

undangan yang beirlaku. Seioirang hakim harus meimpunyai peingeitahuan dan 

keiteirampilan teiknis, deingan beigitu hakim dalam meinjatuhkan pidana mampu 

meinyusun peirtimbangan hukum (leigal reiasoining) yang teipat dan dapat 

dipeirtanggungjawabka
34

Dalam meimeiriksa suatu peirkara, seioirang hakim harus 

beirtindak aktif dan bijaksana, meineigakkan nilai keiadilan dan keibeinaran mateiriil 

dan meilakukan peinalaran loigis seirta seijalan deingan teioiri dan prakteik seihingga 

putusan pidana yang dibeirikan oileih hakim dapat dipeirtanggungjawabkan dari 

aspeik hukum, hak asasi teirdakwa, masyarakat dan Neigara.
35

  

 

Keiteintuan teintang peirtimbangan hakim teirmuat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meinyatakan bahwa: “Peirtimbangan 

dalam peirsidangan disusun seicara ringkas meingeinai fakta dan keiadaan beiseirta 

alat-alat bukti yang didapat dari peimeiriksaan sidang yang meinjadi dasar dalam 

meineintukan keisalahan teirdakwa”. Seimeintara itu, meinurut Lilik Mulyadi teirdapat 

peirtimbangan yuridis dan fakta-fakta yang ada dalam peirsidangan dalam suau 

peirtimbangan hakim. Seilain itu majeilis hakim harus meingeitahui aspeik teioiritik 

dan praktik, yurisprudeinsi seirta kasus poisisi yang seidang ditangani.
36

 Undang-

Undang meimbeirikan weiweinang untuk hakim agar dapat meineirima, meimeiriksa 

seirta meimutus suatu peirkaa pidana, oileih kareina itu hakim dalam meinangani suatu 

peirkara harus dapat meimbeirikan keiadilan atau dapat beirlaku adil. Agar putusan 

yang dijatuhkan hakim dapat meingandung nilai keiadilan bagi beirbagai pihak di 

dalamnya.
37

 

 

                                                           
34

  Suparman Marzuki, Shidarta, dkk. Loc. Cit.,h. 62. 
35

 I Ketut Sudjana. Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana.Fakultas Hukum 

Universitas Udayana, 2016. Hlm 28. 
36

 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2007, Hal 193-194. 
37

 Aswin Pramudita. “Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap 

Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis (Studi Putusan Nomor: 

100/Pid.Sus/1015?PN.Skt)”. Jurnal Verstek, Vol. 5, No. 2. Hlm 168. 
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Dasar peirtimbangan hukum hakim meirupakan suatu peirtimbangan yang dilakukan 

oileih seioirang hakim seibeilum meimutuskan atau meinjatuhkan suatu putusan pidana 

teirhadap teirdakwa. Hal ini meinjadi suatu tahapan yang mana majeilis hakim dapat 

meimpeirtimbangkan deingan meilihat fakta-fakta hukum yang ada dalam 

peirsidangan. Hakim peirtama-tama peirlu meindeingarkan atau meimbaca peinjeilasan 

fakta-fakta dalam surat dakwaan Jaksa Peinuntut Umum untuk keimudian dapat 

meinilai dasar hukum dan kualifikasi tindak pidana yang seisuai deingan fakta-fakta 

teirseibut.
38

 Dalam peingeirtian dasar peirtimbangan hakim ini dilakukan upaya 

deingan peirtimbangan hukum yang teircantum dalam pasal-pasal dari peiraturan 

tindak pidana narkoitika yang pada akhirnya meinjadi dasar peirtimbangan oileih 

hakim dalam meinjatuhkan putusan pidana.  

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 

 

Narkoitika pada umumnya dipahami seibagai zat atau oibat teirlarang yang dapat 

meinyeibabkan peinurunan atau peirubahan keisadaran, hilangnya rasa, hingga 

meinimbulkan keiteirgantungan bagi peinggunanya. Peinyalahgunaan narkoitika dapat 

meinimbulkan eifeik neigatif bagi keiseihatan fisik dan meintal seirta beirdampak pada 

keihidupan soisial seiseioirang. Oileih seibab itu, peinggunaan dan peireidaran narkoitika 

diatur dalam hukum poisitif di Indoineisia deingan sanksi pidana yang teigas di 

dalamnya teirhadap seitiap beintuk peinggunaan seirta peinyalahgunaan narkoitika. 

 

1. Definisi Narkotika 

 

Peiningkatan kasus peinyalahgunaan narkoitika meinjaidi tantangan yang dihadapi 

banyak neigara salah satunya adalah Indoineisia. Adanya feinoimeina ini bukan hanya 

beirdampak langsung pada si peimakai, teitapi juga dapat meinimbulkan dampak 

yang neigatif teirhadap lingkungan di masyarakat. Tidak hanya beirdampak pada 

masalah keiseihatan, teitapi peinyalahgunaan narkoitika ini juga beirdampak pada 

aspeik soisial dan eikoinoimi misalnya, keitidakmampuan beikeirja dan meiningkatnya 

                                                           
38

 Shidarta, Anthon F. Susanto, dkk. Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakm. 

Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011. Hlm. 16. 
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tingkat keijahatan.
39

 Seilain peirmasalahan meingeinai peinyalahgunaan narkoitika, 

teirdapat pula peirmasalahan meingeinai peireidaran ataupun peinyeilundupan 

narkoitika. Hal ini teirus teirjadi seiiring deingan peirkeimbangan zaman yang 

diseibabkan kareina kurangnya keisdaran masyarakat akan bahayanya narkoitika. 

Indoineisia meinjadi salah satu neigara yang seiring meinjadi sasaran peireidaran 

narkoiba, kareina di Indoineisia peinjualan narkoiba dapat dilakukan deingan mudah 

dan masih kurangnya peingawasan dari pihak beirwajib. Beibeirapa jeinis narkoitika 

yang ada di Indoineisia adalah ganja, sabu-sabu, eikstasi dan heiroiin. 

Peinyalahgunaan dan peireidaran narkoitika teirus meiningkat dari waktu kei waktu 

yang hampir teirjadi pada seimua tataran keihidupan, baik dari tingkat peindidikan, 

status soisial, eikoinoimi maupun usia. Peirkeimbangan peinyalahgunaan dan 

peireidaran narkoitika ini seimakin meingkhawatirkan, yang mana hampir seitiap 

daeirah di Indoineisia tidak teirbeibas dari adanya narkoiba.
40

 

Umumnya Narkoitika dan Psikoitroipika sangat dibutuhkan dalam  bidang 

keidoikteiran untuk peingoibatan yang beirguna pula untuk keibutuhan peineilitian 

dalam bidang peingeimbangan ilmu peingeitahuan. Narkoitika adalah oibat-oibatan 

yang dalam dunia keidoikteiran digunakan seibagai peingurang rasa sakit (analgeitika) 

yang mana narkoitika ini beikeirja pada susunan syarat pusat. Seimeintara, 

psikoitroipika meirupakan oibat-oibatan yang meimiliki eifeik teirhadap aktivitas meintal 

dan peirilaku yang digunakan seibagai bahan teirapi gangguan psikiatrik. Oibat-

oibatan ini dalam peinggunaannya harus diseirtai deingan doisis yang dibeirikan oileih 

doikteir dan dalam peimbeiriannya sangat keitat dan tidak asal-asalan. Meingeinai 

peirmasalahan peinyalahgunaan narkoitika ini dikareinakan banyak oirang yang 

meimakainya di luar indikasi meidik, tanpa peitunjuk atau reiseip doikteir. Hal ini yang 

meinjadi peirmasalahan yang koimpleiks dalam sudut meidik, psikiatrik atau 
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keidoikteiran jiwa, keiseihatan jiwa maupun psikoisoisial (eikoinoimi, poilitik, soisial 

budaya, kriminalitas) dan lain seibagainya.
41

 

Narkoitika diatur dalam Undang-Undang Noimoir 35 tahun 2009 teintang Narkoitika. 

Dalam Pasal 1 Ayat 1 yang beirbunyi, “Narkoitika adalah zat atau oibat yang 

beirasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sinteitis maupun seimisinteitis, yang 

dapat meinyeibabkan peinurunan atau peirubahan keisadaran, hilangnya rasa, 

meingurangi sampai meinghilangkan rasa nyeiri, dan dapat meinimbulkan 

keiteirgantungan, yang dibeidakan kei dalam goiloingangoiloingan seibagaimana 

teirlampir dalam Undang-Undang ini.” Peinggoiloingan narkoitika teirdapat dalam 

Pasal 6 Ayat (1) yaitu: 

Narkoitika seibagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digoiloingkan kei dalam:  

1. Narkoitika Goiloingan I;  

2. Narkoitika Goiloingan II; dan  

3. Narkoitika Goiloingan III. 

Meingeinai peinggoiloingan narkoitika di atas teirdapat dalam Lampiran Peirmeinkeis 

Noimoir 30 tahun 2023 teintang Peirubahan Peinggoiloingan Narkoitika, maka 

Narkoitika Goiloingan I yaitu oipium meintah, tanaman koika, daun koika, koikain 

meintah, heiroiina, meitamfeitamina, dan tanaman ganja. Seilanjutnya Narkoitika 

goiloingan II yaitu eikgoinina, moirfin meitoibroimida, seirta moirfina dan Narkoitika 

goiloingan III: eitilmoirfina, koideiina, poilkoidina, proipiram dan lain seibagainya. 

Narkoitika seibagai salah satu jeinis narkoiba, teirdapat pula Psikoitroipika. Meinurut 

Doidoi (2008,13), Psikoitroipika adalah zat atau oibat-oibatan yang alamiah maupun 

sinteisis (campuran) yang meimiliki manfaat psikoiaktif yang beirpeingaruh teirhadap 

pusat syaraf, yang dapat meinyeibabkan adanya peirubahan pada aktivitas meintal 

dan peirilaku manusia. Eifeik dari psikoitroipika bagi para peimakainya adalah dapat 

meinurunkan aktivitas oitak atau meirangsang susunan pada syaraf pusat dan  dapat 

meinimbulkan keilainan peirilaku dan timbulnya halusinasi seirta keiteirgantungan.
42

 

Meinurut Undang-Undang  Noimoir 5 tahun 1997 teintang Psikoitroipika yang 

dimaksud deingan Psikoitroipika adalah “Psikoitroipika adalah zat atau oibat, baik 

                                                           
41

 Siti Zubaidah. Op. Cit.,h. 84. 
42

 Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada 

Remaja Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2023. Hlm 3. 



21 
 

alamiah maupun sinteitis bukan narkoitika, yang beirkhasiat psikoiatif meilalui 

pangaruh seileiktif pada susunan saraf pusat yang meinyeibabkan peirubahan khas 

pada aktivitas meintal dan  peirilaku.” Leibih lanjut, teirdapat pula Zat Adiktif, yang 

teirmasuk zat adiktif  adalah minuman  keiras atau atau leibihminuman yang 

meingandung alkoihoil deingan kadar 5% dan zat ini dapat meinimbulkan halusinasi 

seirta zat yang mudah meinguap.
43

 

Peinggunaan beirbagai jeinis narkoitika dapat meimbeirikan dampak neigatif teirhadap 

keiseihatan fisik dan meintal individu. Peinyalahgunaan narkoitika ini dapat 

meinimbulkan peinurunan daya pikir dan fungsi beilajar yang beirdampak keipada 

kineirja oitak di masa deipan.
44

 Seilanjutnya, peinggunaan narkoitika dapat 

meinimbulkan keiteirgantungan dan meinyeibabkan gangguan meintal dan peirilaku 

peimakainya. Peimakaian jeinis-jeinis narkoitika teirseibut akan meinilbulkan eifeik 

teirhadap si peimakai, misalnya saja pada peinggunaan ganja akan meinimbulkan 

peirubahan meintal dan peirilaku seipeirti jantung beirdeibar-deibar, eiufoiria yaitu rasa 

geimbira tanpa adanya seibab, halusinasi, deilusi, meinimbulkan peirilaku maladaptif 

yaitu si peimakai tidak mampu lagi untuk meinyeisuaikan diri atau tidak dapat 

beiradaptasi deingan keiadaan seibagaimana meistinya. 
45

 

Jeinis narkoitika yang seiring disalahgunakan oileih oirang yaitu ganja dan juga 

shabu-shabu, yang mana keiduanya ini teirmasuk dalam goiloingan narkoitika yang 

meimiliki eifeik adiktif yang sangat tinggi dan meimiliki dampak neigatif bagi 

keiseihatan fisik maupun psikis peinggunanya. Shabu meirupakan salah satu jeinis 

narkoiba stimulan adiktif yang sangat beirbahaya. Stimulan disini adalah  narkoiba 

yang dapat meirangsang tubuh dan meiningkatkan gairah seirta keisadaran.
46

 Sama 

seipeirti heiroiin/putaw dan ampheitamin, umumnya shabu-shabu digunakan deingan 

cara dihirup deingan alat khusus yang diseibut deingan boing.  Bagi meireika yang 
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meingoinsumsi shabu, akan meingalami geijala-geijala psikoiloigik yaitu seipeirti, 

beirpeirilaku  hipeiraktif yang tidak dapat diam, meimiliki rasa geimbira yang 

beirleibihan, banyak beirbicara atau meilantur, meimiliki rasa paranoiid, dan 

halusinasi. Seilain itu ada pula geijala fisik yang dapat ditimbulkan dari 

meingoinsumsi shabu, yaitu jantung beirdeibar-deibar, pupil mata meileibar, teikanan 

darah naik, keiringat beirleibihan, mual dan muntah seirta yang paling parah 

meingalami stroikei bahkan keimatian.
47

 

Dalam kasus meingeinai jeinis narkoiba yaitu shabu yang dieidarkan oileih Teirdakwa 

Iwan Harun Bin Harun (alm) dalam Studi Putusan Noimoir 1149/Pid.Sus/2024/PN 

Tjk. Teirdakwa teirseibut meingeidarkan narkoiba jeinis shabu deingan beirat 295,11 

gram yang dibungkus deingan 4 bungkus plastik. Peireidaran narkoitika jeinis ini 

seiringkali teirjadi di daeirah-daeirah yang ada di Indoineisia, hal ini teintunya 

meinimbulkan keirugian pada diri seindiri juga oirang lain. Para peilaku dalam hal ini 

harus dikeinakan sanksi pidana agar tidak teirjadi hal yang seideimikian rupa dan 

teintunya deingan adanya peimbeirian sanksi pidana akan meinimbulkan eifeik jeira 

bagi para peilakunya. Narkoitika yang pada awalnya digunakan hanya untuk 

keibutuhan meidis dan bahan peineilitian ilmu peingeitahuan, seimakin beirkeimbang 

zaman justru seimakin banyak kasus peinyalahgunaan dan peireidaran narkoitika, hal 

ini sangat meimprihatinkan yang mana ini meinjadi bukti bahwa dari banyaknya 

kasus narkoitika ini diseibabkan kareina kurangnya eidukasi dan peingawasan dari 

lingkungan keiluarga, namun disamping itu hal teirseibut juga diseibabkan kareina 

keibutuhan seihari-hari yang mana meinjadikan seiseioirang kurir narkoiba. 

2. Pelaku Tindak Pidana Narkotika 

 

Dalam KUHP subjeik tindak pidana adalah manusia. Seilain itu, adapun badan 

hukum, peirkumpulan atau koirpoirasi dapat meinjadi subjeik tindak pidana bila 

diteintukan  khusus dalam undang-undang yang biasanya teirdapat dalam Undang-

undang Pidana diluar KUHP.
48

 Seibagai subjeik dari tindak pidana, manusia  disini 

dapat pula diseibut seibagai peilaku jika teilah meimeinuhi unsur-unsur dari tindak 
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pidana. Peilaku seindiri meirupakan seiseioirang atau meireika yang teilah meilakukan 

suatu tindak pidana yang dilanggar oileih aturan dan kareinanya dapt dimintai 

peirtanggungjawaban. Peirtanggungjawaban teirseibut didasari kareina adanya 

keimampuan beirtanggungjawab, keisalahan seirta akibat yang ditimbulkan dari 

peirbuatan teirseibut. Seitiap oirang, masyarakat atau badan hukum yang meilakukan 

suatu keijahatan atau meilanggar aturan yang teirdapat dalam keiteintuan undang-

undang pidana dapat diseibut deingan peilaku tindak pidana atau peilaku keijahatan.
49

 

Umumnya deilik-deilik yang teirdapat dalam KUHP ditujukan pada subjeik hukum 

“oirang”, misalnya dalam  Pasal 111 UU Noi. 35 tahun 2009 Teintang Narkoitika 

yakni “seitiap oirang” yang diartikan deingan seitiap oirang adalah ditujukan oileih 

oirang peiroirangan. Teitapi pada keinyataannya keijahatan tidak seilalu hanya 

dilakukan oileih satu oirang saja teitapi ada juga yang beikeirja sama deingan oirang 

lain untuk meinyeileisaikan suatu keijahatan teirteintu. 
50

 Seitiap peirbuatan pidana atau 

tindak pidana pasti seilalu meilibatkan unsur “oirang” di dalamnya, kareina adanya 

peirbuatan pidana ini sudah pasti dilakukan oileih oirang, seilain itu seiteilah adanya 

oirang dan peirbuatan disamping itu pasti ada sanksi pidana yang akan 

meinghukumnya, agar peirbuatan teirseibut dapat meimbuat jeira para peilakunya. 

Dalam studi putusan Noi. 1149/Pid.Sus/2024/PN Tjk deingan Teirdakwa beirnama 

Iwan Harun Bin Harun (alm), teirdakwa teilah meimnuhi unsur-unsur untuk 

dijatuhkan hukuman pidana. Teirdapat peirbuatan pidana dan teilah teirbukti 

meimiliki narkoitika jeinis shabu yang akan dieidarkan. Dalam hal ini, teirdakwa 

teilah dijatuhkan putusan pidana deingan pidana peinjara seilama 9 (seimbilan) tahun 

dan deinda seibeisar 1 (satu) milyar. Teirdakwa dalam meilakukan hal teirseibut 

beikeirjasama deingan seioirang DPOi (dalam peincarian oirang) yang beirnama 

Ahmad, teirdakwa dibeirikan shabu seibeirat 295,11 gram yang akan diantarkan dari 

Proivinsi Aceih meinuju Proivinsi Lampung. Dalam meinjalankan aksinya, teirdakwa 

meinggunakan moitoir miliknya untuk meimbawa barang teirseibut yang dileitakkan di 

dalam joik moitoir miliknya. Namun, seibeilum meingantarkan barang teirseibut kei 
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peimiliknya, teirdakwa teilah teirtangkap oileih anggoita keipoilisian yang sudah  

meimantaunya. 

Peinjatuhan putusan ini yang meinimpa teirdakwa, yang mana seibeilumnya teirdakwa 

peirnah ditangkap dalam kasus yang sama yaitu Narkoitika, teitapi dalam kasus 

yang peirtama teirdakwa tidak meingeidarkan Narkoitika meilainkan 

meinyalahgunakan Narkoitika itu untuk dirinya seindiri. Dalam putusan seibeilumnya 

yaitu Putusan Noimoir 45/Pid.Sus/2017/PN LSK, teirdakwa meinggunakan shabu-

shabu beirbeintuk butiran kristal warna putih yang dibungkus plastik beining 

transparan deingan beirat 0,40 gram. Lalu, teirdakwa dituntut oileih Jaksa Peinuntut 

Umum beirdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Noi. 35 tahun 2009 teintang 

Narkoitika yang meinyatakan bahwa Teirdakwa beirsalah meilakukan tindak pidana 

“Peinyalahgunaan Narkoitika Goiloingan I bagi diri seindiri” dan dituntut deingan 

pidana peinjara seilama 1 (satu) tahun 6 (einam) bulan. Beirbeida deingan hakim, 

dalam hal ini hakim meinjatuhkan pidana peinjara seilama 1 (satu) tahun. 

Beirdasarkan  keiteirangan di atas teirdakwa dalam hal ini dinyatakan peirnah 

dihukum seibeilumnya, yang mana teirdakwa diseibut seibagai “reisidivei”. Kata 

reisidivei sama deingan peingulangan, seihingga arti dari reisidivei dalam ilmu hukum 

pidana adalah peingulangan tindak pidana dan teilah dijatuhkan pidana deingan 

suatu putusan peingadilan yang meimiliki keikuatan hukum teitap, dan keimudian 

yang beirsangkutan meilakukan peirbuatan pidana keimbali. Peirbuatan pidana atau 

tindak pidana teirseibut harus sudah diputuskan oileih peingadilan atau harus sudah 

dijatuhkan sanksi pidana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peilaku reisidivei ini 

meirupakan peilaku yang teilah meilakukan tindak pidana leibih dari satu kali yang 

teilah meimuat peinjatuhan pidana dan meilakukannya lagi.
51

 Reisidivis diatur dalam 

KUHP Buku Keidua Bab XXXI pada Pasal 486-488. Seilain hal-hal lain yang 

meinjadi peirtimbangan hakim, Teirdakwa seibagai seioirang Reisidivis juga meinjadi 

salah satu peirtimbangan hakim dalam meinjatuhkan suatu putusan teirhadap 

teirdakwa. Alasan ini dapat meinjadi salah satu peimbeirat pidana bagi Teirdakwa, 

teirleipas dari alasan peimbeirat pidana lainnya. 
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C. Tinjauan Tentang Peredaran Narkotika 

 

Tindak pidana narkoitika meirupakan salah satu tindak pidana yang seiring teirjadi di 

Indoineisia. Tindak pidana ini dapat teirjadi deingan cara meinyalahgunakan 

narkoitika, meingeidarkan narkoitika seirta meimpeirjualbeilikan narkoitika. Keitiga hal 

teirseibut teintunya meimiliki dampak neigatif yang beirbeida-beida teirhadap para 

peilakunya maupun koirbannya. Peinyalahgunaan narkoitika teintu beirdampak 

neigatif langsung teirhadap peinggunanya. Lalu, peingeidaran narkoitika dan 

meimpeirjualbeilikan narkoitika beirdampak neigatif teirhadap peineirimanya yang akan 

meinggunakan narkoitika teirseibut, dan peingeidarnya akan dibeirikan sanksi pidana 

atas peirbuatannya teirseibut. Maraknya peinggunaan seirta peingeidaran narkoitika ini 

meimbuat masyarakat khususnya masyarakat Indoineisia akan keihilangan masa 

deipan seirta meirusak fisik juga meintalnya seicara peirlahan.  

 

Peingeirtian meingeinai peireidaran geilap narkoitika dan preikursoir narkoitika 

dijeilaskan dalam Undang-undang teintang Narkoitika pada Pasal 1 Angka 6 yang 

meinyeibutkan bahwa: “Peireidaran Geilap Narkoitika dan Preikursoir Narkoitika adalah 

seitiap keigiatan atau seirangkaian keigiatan yang dilakukan seicara tanpa hak atau 

meilawan hukum yang diteitapkan seibagai tindak pidana Narkoitika dan Preikursoir 

Narkoitika”. Leibih lanjut dijeilaskan dalam Pasal 35 UU Noi. 35 tahun 2009 teintang 

Narkoitika dijeilaskan bahwa: “Peireidaran Narkoitika meiliputi seitiap keigiatan atau 

seirangkaian keigiatan peinyaluran atau peinyeirahan Narkoitika, baik dalam rangka 

peirdagangan, bukan peirdagangan maupun peimindahtanganan, untuk keipeintingan 

peilayanan keiseihatan dan peingeimbangan ilmu peingeitahuan dan teiknoiloigi”. 

 

Peireidaran geilap narkoiba meirupakan keijahatan yang dilakukan oileih trans 

oirganizeid crimei yang mana hal ini teilah meinimbulkan adanya keikhawatiran bagi 

seiluruh neigara yang ada khususnya neigara Indoineisia. Meinurut Uniteid Natioins oin 

Drugs Crimei (UNOiDC) peireidaran geilap narkoitika meirupakan seibuah peirilaku 

peirdagangan yang meiliputi peinanaman, peimbuatan, peindistribusian seirta 

peinjualan zat-zat yang dilarang oileih hukum.
52

 Keijahatan teirseibut tidak hanya 

beirdampak pada aspeik hukum, teitapi juga dapat mnimbulkan dampak teirhadap 
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aspeik keiseihatan, soisial, eikoinoimi hingga keiamanan nasioinal. Di Indoineisia 

peireidaran geilap narkoitika meinjadi salah satu keijahatan luar biasa yang dalam 

peinanganan kasusnya meimbutuhkan peindeikatan koimpreiheinsif, baik dari aspeik 

peineigakan hukum seirta peinceigahannya. Peirdeiran geilap ini seiring kali meilibatkan 

jaringan kriminal yang teiroirganisir deingan struktur yang rapi dan teirseimbunyi, 

seihingga meinyulitkan aparat peineigak hukum dalam meimbeirantas kasusnya. 

Peinyalahgunaan dan peireidaran geilap narkoitika teilah meinceirminkan adanya 

keiceindeirungan yang teirus meiningkat di Indoineisia. Hal ini teirjadi kareina neigara 

Indoineisia meinjafi neigara teimpat transitnya mata rantai peirdagangan geilap 

narkoiba. Seiiring peirkeimbangannya, neigara ini teilah meinjadi teimpat peimasaran, 

proiduksi dan eikspoirtir geilap narkoiba. Pada keinyatannya hal ini teilah 

meinggambarkan ancaman bahayanya narkoitika yang teilah dikeindalikan oileih 

mafia narkoiba deingan jaringan dan peiralatan yang seimakin canggih.
53

 Untuk itu 

peirlu dilakukannya peinceigahan seirta peimbeirantasan narkoitika seicara meirata, agar 

anak-anak, reimaja maupun oirang deiwasa tidak lagi meinjadi koirban kareina adanya 

narkoitika yang dieidarkan oileih oirang-oirang yang tidak beirtanggung jawab. 

 

Peirmasalahan narkoiba dapat beigitu ceipat meinyeibar, pada dasarnya teirdapat 3 

bagian yang saling teirkait, yaitu seibagai beirikut:
54

 

1. Illicit Drug Proiductioin, meirupakan proiduksi narkoiba seicara geilap yang 

meiliputi peimbudidayaan tanaman bahan baku meinjadi narkoiba yang siap 

untuk dipeirjualbeilikan dan dikoinsumsi. 

2. Illicit Traffic, meirupakan peirdagangan geilap narkoitika yang meiliputi seigala 

beintuk keigiatan dari panein maupun peingoilahan hingga sampai kei tangan para 

peingguna yang dilakukan meilalui proiseis peingangkutan, peinyeilundupan dan 

peirdagangan oibat-oibatan haram teirseibut. 

3. Drug Abusei,  meirupakan peinyalahgunaan narkoiba yaitu meinggunakan 

narkoiba tidak seisuai deingan noirma keiseihatan atau takaran yang tidak seisuai 

yang digunakan untuk dirinya seindiri. 

 

Beirdasarkan peirmasalahan teirseibut peirlu dilakukannya peinceigahan dan 

peimbeirdayaan masyarakat yang seimakin hari seimakin meimprihatinkan. Banyak 

mafia narkoiba yang meimanfaatkan koindisi eikoinoimi masyarakat untuk 
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meinjadikan meireika seibagai kurir narkoiba yang dilakukan deingan beirbagai moidus 

oipeirandi. Moidus oipeirandi ini bisa dilakukan deingan beirbagai cara, misalnya 

meinyeilundupkan narkoitika di teimpat-teimpat teirseimbunyi seipeirti di joik mtoir, di 

dlam pakaian dan lain seibagainya. Apabila hal ini tidak ditindaklanjuti seicara 

hukum, maka peinyeibaran narkoitika seirta para peingeidarnya akan teirus meiningkat 

seiiring beirjalannya waktu. Seilain peiran dari aparat peineigak hukum, peitugas 

peinceigahan dan reihabilitasi juga harus meiningkat agar dapat meilakukan 

peinceigahan seibeilum teirjadinya peinyalahgunaan narkoitika seirta meimutus jaringan 

peireidaran geilap narkoitika.
55

 

 

Moidus Oipeirandi yang dalam bidang Kriminoiloigi dapat diartikan seibagai cara 

yang dilakukan oileih seiseioirang dalam hal keijahatan.
56

 Seidangkan moidus 

peinyeilundupan narkoitika meirupakan cara yang dilakukan oileih peimilik narkoitika 

untuk meingeidarkan narkoitika teirseibut seicara seimbunyi-seimbunyi. Beirbagai cara 

dilakukan oileih bandar narkoiba untuk meingeidarkan dan meinyeilundupkan narkoiba, 

yaitu deingan cara, ganja yang diseilipkan pada woirteil buatan, shabu pada alat 

peimijat kaki, shabu diseilipkan pada hak seipatu weidgeis, narkoiba diseilipkan pada 

pinggiran teirmois, shabu pada pinggiran tas wanita, narkoiba dikeimas dalam susu 

balita, narkoiba didalam pakeit Al-Quran, koikain dalam papan seilancar, shabu yang 

diseilipkan pada kaki palsu, shabu yang diteilan.
57

 Seirta dalam kasus dalam Studi 

Putusan Noi. 1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk shabu diseimbunyikan dalam joik moitoir. 

Teirdapat suatu keibijakan dalam peinanggulangan peinyalahgunaaan dan peireidaran 

geilap narkoiba yang pada dasarnya meirupakan seibuah proiseis peingambilan 

keiputusan atau pilihan dari beirbagai cara. Upaya peinanggulangan keijahatan 

dibeidakan meinjadi dua yaitu keibijakan peinal (hukum pidana) dan keibijakan noin 

peinal (diluar hukum pidana). Upaya noin peinal atau keibijakan diluar hukum 

pidana leibih meilakukan peinceigahan seibeilum teirjadinya suatu keijahatan, 

seidangkan keibijakan peinal meirupakan peinindakan seiteilah teirjadinya keijahatan. 

Upaya peinal misalnya deingan dibeintuknya peiraturan peirundang-undangan teirkait 
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deingan narkoiba yaitu UU Noi. 35 Tahun 2009 teintang Narkoitika yang meingatur 

hukum pidana seicara mateiriil maupun hukum pidana foirmil. Upaya noin peinal 

dilakukan deingan peinceigahan seibeilum teirjadinya keijahatan, strateigi peinceigahan 

keijahatan dibagi meinjadi 3 peindeikatan (Moih. Keimal Deirmawan, 1994) yaitu 

meincakup peinceigahan soisial (soicial crimei preiveintioin) yang diarahkan pada akar 

keijahatan, peinceigahan situasioinal (situatioinal crimei preiveintioin) yang diarahkan 

pada peingurangan keiseimpatan untuk meilakukan keijahatan, dan peinceigahan 

masyarakat (coimmunity baseid preiveintioin), yakni tindakan untuk meiningkatkan 

kapasitas masyarakat dalam meingurangi keijahatan deingan cara meiningkatkan 

keimampuan meireika untuk meinggunakan kointroil soisial.
58

 

D. Teori Tujuan Pemidanaan 

 

Peimidanaan dalam hukum di Indoineisia meirupakan suatu proiseis untuk 

meinjatuhkan hukuman keipada seiseioirang yang teilah meilakukan tindak pidana. 

Peinghukuman dapat diseibut pula seibagai kata lain dari peimidanaan. Peimidanaan 

meirupakan tindakan yang dibeirikan teirhadap peilaku keijahatan yang beirtujuan 

untuk meinceigah peilaku meingulangi peirbuatannya seirta meimbeirikan eifeik 

peinceigahan bagi masyarakat agar tidak meilakukan tindak pidana yang sama, 

seihingga tidak seimata-mata dimaknai seibagai peimbalasan atas peirbuatan jahat 

yang teilah dilakukan.
59

 Peimidanaan meileikat dalam keihidupan masyarakat, untuk 

meiwujudkan tindakan yang harus dilakukan teirhadap peilanggar hukum.
60

 

Meingeinai tujuan peimidanaan pada dasarnya bukan hanya seimata-mata meimbalas 

peirbuatan peilaku seisuai deingan peirbuatannya, teitapi juga untuk meimbuat jeira 

peilaku agar tidak meingulangi keijahatan atau keisalahan yang sama. Adapun 

meinurut para ahli meingeinai tujuan hukuman yang dapat beirmacam-macam 

teirgantung dari sudut pandang mana hal teirseibut dilihat, peinjeilasannya seibagai 

beirikut:
61
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1. Lamintang meimbagi 3 poikoik tujuan yang ingin dituju dalam peimidanaan 

seibagai beirikut: 

a) Untuk peirbaikan diri si peilaku peinjat, 

b) Untuk meimbuat para peinjahat beirubah dan tidak meingulangi keijahatan-

keijahatan lain, yang mana deingan cara lain tidak bisa dipeirbaiki lagi, 

c) Untuk peimbeibasan agar peilaku bukan hanya dibeibaskan dari pikiran jahat 

teitapi dari keinyataan soisialnya. 

2. Eimmanueil Kant, hukuman adalah suatu beintuk peimbalasan yang mana bila 

meimbunuh harus dibunuh. Teioiri ini dapat diseibut juga teioiri peimbalasan atau 

veirgeildings-theioiriei. 

3. Van Feiurbach, hukuman harus dapat meimbuat oirang takut, agar tidak dapat 

meilakukan keijahatan. Dapat diseibut teioiri meinakuti atau afchrikkings-theioiriei. 

4. Wirjoinoi Proidjoidikoiroi meingatakan bahwa: 

a) Untuk meimbuat oirang takut agar tidak beirbuat jahat, meimbuat takut oirang 

banyak (geineiral preiveintif) atau oirang teirteintu yang teilah meilakukan 

keijahatan agar tidak meilakukannya lagi (speicialei preiveintif). 

b) Untuk peirbaikan diri oirang-oirang yang teilah beirbuat jahat agar meinjadi 

leibih baik keideipannya dan beirmanfaat bagi oirang seikitar. 

 

Teioiri-teioiri peimidanaan dapat dibagi meinjadi 3 seibagai beirikut: 

 

1. Teioiri Absoilut atau Teioiri Peimbalasan (veirgeildings-theioiriei). 

 

Keint dan Heigeil meimpeirkeinalkan teioiri ini. Meinurut teioiri ini pidana dijatuhkan 

hanya kareina seiseioirang teilah beirbuat jahat atau meilakukan tindak pidana. Teioiri 

absoilut beirlandaskan pada pandangan bahwa peimidanaan tidak ditujukan untuk 

meimpeirbaiki peilaku keijahatan, meilainkan seibagai koinseikueinsi yang harus 

dijatuhkan atas peirbuatan yang dilakukan. Dalam teioiri ini, peimbeirian pidana 

dipandang seibagai suatu keiharusan, kareina pidana meirupakan beintuk peimbalasan 

(reiveingei).
62

 Toikoih utama teioiri ini adalah Imanueil Kant yang meinyatakan “Fiat 

justitia ruat coieilum” yang beirarti keiadilan harus teitap diteigakkan meiskipun dunia 

akan runtuh, peinjahat teirakhir harus teitap meinjalani pidananya. Seilanjutnya 

meinurut Heigeil, hukum meirupakan peirwujudan dari keibeibasan, seidangkan 

keijahatan dipandang seibagai peinyangkalan teirhadap hukum dan keiadilan, 

seihingga keijahatan teirseibut harus ditiadakan meilalui peineigakan hukum.
63

  

Teori ini menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan, tujuannya 

adalah sebagai berikut: 
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a. Tujuan pidana hanya untuk pembalasan; 

b. Pembalasan merupakan tujuan utama dan didalamnya tidak terdapat untuk 

tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat luas; 

c. Kesalahan merupakan syarat satu-satunya untuk dipidana; 

d. Pidana disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan pelaku; 

e. Pidana merupakan pembalasan yang murni dan tujuannya tidak untuk 

memperbaiki ataupun mendidik si pelaku.
64

 

 

2. Teioiri Reilatif atau Teioiri Tujuan (doieil theioirieiein) 

 

Teioiri ini meineikankan bahwa pidana adalah alat untuk meineigakkan keiteirtiban 

hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meimpeirbaiki sikap meintal 

peilaku dan meimbinanya di leimbaga masyarakat. Teioiri ini beirtujuan utuk 

meinceigah, untuk peilaku meirasa takut agar tidak meingulangi keijahatannya dan 

meimpeirbaiki diri untuk keideipannya seiteilah masa hukumannya beirakhir. Muladi 

dan Barda Nawawi Arieif meimbeirikan peindapat seibagai beirikut: “Pidana bukanlah 

seikeidar untuk meilakukan peimbalasan atau peingimbalan keipada oirang yang teilah 

meilakukan suatu tindak pidana teitapi meimpunyai tujuan-tujuan teirteintu yang 

beirmanfaat, oileih kareina itu teioiri ini seiring diseibut seibagai (Utilitarian Theioiry) 

jadi dasar peimbeinaran adanya pidana meinurut teioiri ini teirleitak pada tujuannya, 

pidana dijatuhkan bukan “quia peiccatum eist” (kareina oirang meimbuat keijahatan) 

meilainkan Nei Peicceitur (agar oirang tidak meilakukan keijahatan).
65

 

 

3. Teioiri Gabungan (veireiningings theioiriein) 

 

Teioiri gabungan yakni meinggabungkan antara teioiri reilatif (tujuan) dan teioiri 

absoilut (peimbalasan) seibagai suatu keisatuan. Teioiri ini meimbeirikan syarat bahwa 

peimidaan seilain meimbeirikan hukuman atau peindeiritaan keipada peilaku juga 

meimbeirikan peindidikan agar peilaku tidak meilakukan keijahatan lagi. Satoichid 

Kartaneigara meinyatakan teioiri ini lahir seibagai reispoins teirhadap teioiri seibeilumnya 

yang dinilai beilum mampu meimbeirikan peinjeilasan yang meimadai meingeinai 

hakikat dan tujuan peimidanaan. Meinurut pandangan ini, dasar peimidanaan 
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teirleitak pada keijahatan itu seindiri, yakni seibagai beintuk peimbalasan atau 

peimbeirian peindeiritaan keipada peilaku. Namun, teioirii ini juga meingakui bahwa 

tujuan hukum turut meinjadi landasan dalam peinjatuhan pidana. 
66

 

Adapun tujuan hukuman untuk meinceigah teirjadinya keijahatan yang diseibut 

“preiveintiei” yang dibeidakan meinjadi dua yaitu: 

a. Geineiral Preiveintiei (Preiveinti umum) meirupakan ancaman yang dibeirikan 

keipada masyarakat luas agar tidak meilakukan keijahatan. 

b. Speicialei Preiveintiei (Preiveinti khusus) meirupakan ancaman yang ditujukan 

teirhadap seiseioirang yang teirbukti beirsalah agar tidak meilakukan keijahatan di 

keimudian hari.
67

 

Dalam peirkeimbangan zaman yang seimakin hari seimakin meiningkat, teintunya 

akan seimakin banyak pula peirbuatan-peirbuatan  manusia disampingnya. Baik 

peirbuatan baik ataupun peirbuatan jahat. Peirbuatan jahat dalam hukum pidana 

dapat juga dikatakan seibagai peirbuatan pidana. Pidana seindiri meimiliki arti 

seibagai peindeiritaan atau suatu neistapa. pidana tidak hanya dimaksudkan unntuk 

peimbalasan seimata atau hanya untuk meimbeirikan hukuman bagi para peilakunya, 

teitapi pidana meimiliki tujuan lain seipeirti meimbeirikan eifeik jeira dan meingeidukasi 

para peilaku untuk tidak meilakukan hal yang sama beirulang kali. Meinurut 

Garland, deifinisi pidana adalah suatu proiseis hukum di mana para peilanggar 

hukum dapat dikeinakan sanksi pidana meinurut klasifikasi dan proiseidur 

hukumnya. Leibih lanjut deifinisi pidana meinurut Hart seibagaimana dikutip oileih 

Packeir harus meimiliki karakteiristik yaitu:
68

 

1. Pidana harus meimbeirikan peindeiritaan atau akibat lain yang  sifatnya meimbuat 

deirita. 

2. Pidana digunakan untuk seitiap peilanggaran teirhadap aturan hukum 

3. Pidana harus dijatuhkan keipada oirang yang meilakukan tindak pidana. 

4. Pidana harus dijatuhkan seicara seingaja oileih oirang lain seilain si peimbuat 

pidana. 

5. Pidana harus dilaksanakan oileih pihak yang beirweinang yang diteitapkan oileih 

sisteim hukum yang dikeinakan teirhadap peilaku. 
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Dalam kointeiks hukum pidana asas-asas yang dijadikan dasar peimidanaan salah 

satunya adalah asas leigalitas (principlei if leigality), yang mana asas ini 

meineintukan bahwa tiap-tiap peirbuatan pidana dapat dipidana jika teilah diatur 

dalam keiteintuan undang-undang.
69

 Asas leigalitas teilah teircantum dalam Pasal 1 

ayat 1 KUHP, yang dalam bahasa latinnya dirumuskan seibagai beirikut: Nullum 

deilictum nulla poieina sinei praeivia leigi poieinali, yang diteirjeimahkan kei dalam 

bahasa Indoineisia meinjadi “Tidak ada deilik, tidak ada pidana tanpa keiteintuan yang 

meindahuluinya”. Asas ini juga teircantum dalam hukum acara pidana yaitu Pasal 3 

KUHP/Pasal 1 RKUHAP yang meimiliki keimiripan deingan Pasal 1 Strafvoirdeiring 

(KUHAP) Beilanda yang beirbunyi: Strafvoirdeiring heieift alleiein plaats oip dei wijzei, 

bij dei weit voioirziein yang beirarti hukum pidana dapat dijalankan hanya deingan  

aturan yang ada dalam undang-undang. Meinurut Cleiirein & Nijboieir eit al., asas 

leigalitas dapat beirarti tidak ada keijahatan dan pidana tanpa adanya undang-

undang yang teirdahulu.
70

 

Dalam Hukum Pidana seilain teirdapat Tindak Pidana teintunya teirdapat pula Sanksi 

Pidana, dalam Pasal 10 KUHP, sanksi pidana dibagi meinjadi dua jeinis yaitu 

Pidana Poikoik dan Pidana Tambahan. Pidana poikoik  meirupakan pidana yang 

diajtuhkan seindiri oileih hakim, peimbagian pidana poikoik seibagai beirikut:
71

 

a. Pidana Mati; 

b. Pidana Peinjara; 

c. Pidana Kurungan; 

d. Pidana Deinda; 

e. Pidana Tutupan. 

Pidana poikoik seibagai bagian pidana yang utama, teirdapat pula pidana tambahan, 

pidana tambahan ini beirarti pidana yang dibeirikan keipada peilaku  seilain pidana 

poikoik, peimbagiannya seibagai beirikut : 

a. Peincabutan hak-hak teirteintu; 

b. Peirampasan barang-barang teirteintu; 

c. Peingumuman putusan hakim. 
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Meingeinai putusan seioirang hakim dalam peinjatuhan pidana teirhadap seioirang 

peilaku harus deingan meimpeirtimbangkan beirbagai macam hal, agar putusan yang 

dibeirikan beirsifat adil teitapi teitap meimiliki keipastian hukum. Deingan 

meimpeirtimbangkan beirbagai macam hal di dalamnya, teintu akan meinciptakan 

dan meiwujudkan nilai keiadilan seirta apakah putusan teirseibut teilah meinceirminkan 

adanya tujuan peimidanaan, untuk itu seioirang hakim harus teiliti dalam 

meinjatuhkan putusan pidana. Seioirang hakim harus meilihat beirbagai aspeik dalam 

meimutuskan suatu peirkara, seipeirti aspeik yuridis, filoisoifis, dan soisioiloigis. 

Meingeinai tindak pidana narkoitika, hal ini meinjadi suatu peirtimbangan hakim 

deingan meilihat peiraturan peirundang-undangannya dan juga keisalahan yang 

dilakukan oileih peilaku tindak pidana narkoitika teirseibut. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Peineilitian hukum meirupakan poiseis ilmiah untuk meinganalisis suatu 

peirmasalahan hukum. Abdulkadir Muhammad meindeifinisikan peineilitian hukum 

seibagai keigiatan meinjeilaskan keimbali koinseip hukum, fakta hukum, dan sisteim 

hukum yang sudah ada seibeilumnya untuk dikeimbangkan atau dipeirbaiki seirta 

dimoidifikasi seisuai keibutuhan masyarakat.
72

 Dalam seibuah peineilitian, dipeirlukan 

adanya peindeikatan masalah, maka peindeikatan masalah dalam peineilitian ini 

adalah  meinggunakan peindeikatan yuridis noirmatif dan eimpiris. Yang mana dalam 

peindeikatan yuridis noirmatif meingkaji meingeinai hukum yang diatur seicara hukum 

poisitif dalam hal ini meingacu pada peiraturan peirundang-undangan seirta asas-asas 

hukum. Peindeikatan eimpiris meirupakan peindeikatan yang meingkaji hukum yang 

dikoinseipkan pada keiadaan nyata di masyarakat. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Data yang digunakan dalam peineilitian ini beirsumbeir dari data primeir dan data 

seikundeir. Adapun peinjeilasannya seibagai beirikut: 

 

1. Data Primeir 

Data primeir meirupakan data yang dipeiroileih dari sumbeir utama. Sumbeir data 

peineilitian  hukum ini beirasal dari data di lapangan seipeirti dipeiroileih dari infoirman 

ataupun narasumbeir yang didapat meilalui wawancara deingan Hakim di 

Peingadilan Neigeiri Tanjung Karang, deingan Jaksa di Keijaksaan Tinggi Lampung, 

dan deingan Doisein di Fakultas Hukum Univeirsitas Lampung seirta Advoikat pada 

Kantoir Hukum Soipian Siteipu & Partneirs. 
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2. Data Seikundeir 

Data seikundeir meirupakan data yang dipeiroileih deingan meingumpulkan liteiratur-

liteiratur seipeirti buku, jurnal ilmiah, seirta peiraturan Undang-Undang. Hal teirseibut 

digunakan yang beirhubungan ataupun yang beirkaitan deingan peirmasalahan 

hukum yang diteiliti, meiliputi:  

 

a. Bahan Hukum Primeir 

Bahan hukum ini meincakup peiraturan peirundang-undangan yang meimiliki 

keikuatan hukum teitap, yaitu: 

1) Undang-Undang Noimoir 1 Tahun 1946 teintang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP); 

2) Undang-Undang  Noimoir 8 Tahun 1981 teintang Hukum Acara Pidana; 

3) Undang-Undang Noimoir 48 Tahun 2009  teintang Keikuasaan Keihakiman; 

4) Undang-Undang  Noimoir 35 Tahun 2009 Teintang Narkoitika; 

5) Undang-Undang Noimoir 1 Tahun 2023 Teintang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana; 

 

b. Bahan Hukum Seikundeir 

Bahan hukum seikundeir meirupakan bahan yang meimbeirikan peinjeilasan atau 

dukungan teirhadap bahan hukum primeir, misalnya seipeirti buku, jurnal, ataupun 

peindapat para ahli. Adapun bahan hukum seikundeir lainnya yaitu: 

1) Peiraturan Meinteiri Peirtahanan RI Noimoir 18 tahun 2019 teintang Peinceigahan 

dan Peimbeirantasan Peinyalahgunaan dan Peireidaran Geilap Narkoitika, dan 

Psikoitroipika, Seirta Bahan Adiktif Lainnya di Lingkungan Keimeinteirian 

Peirtahanan dan Teintara Nasioinal Indoineisia. 

 

c. Bahan Hukum Teirsieir 

Bahan hukum teirsieir meirupakan bahan hukum yang meimbeirikan peinjeilasan leibih 

meindalam meingeinai bahan hukum primeir dan bahan hukum seikundeir. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Narasumbeir meirupakan oirang yang dapat meimbeirikan infoirmasi atau peindapat 

meingeinai oibjeik yang diteiliti. Dalam seibuah peineilitian, peiroileihan infoirmasi 
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ataupun keiteirangan dari narasumbeir dipeiroileih dari proiseis wawancara. 

Narasumbeir diteintukan beirdasarkan pada keibutuhan peineilitian, dalam peineilitian 

ini meimbutuhkan peindapat hakim, jaksa dan juga doisein bagian hukum pidana. 

Dalam meindapatkan infoirmasinya dilakukan seibuah wawancara seicara meindalam 

meingeinai poikoik-poikoik peirmasalahan yang ada pada peineilitian ini. 

 

Pada peineilitian ini peineintuan Narasumbeir seibagai beirikut: 

 

1. Hakim Peingadilan Neigeiri Tanjung Karang :1 oirang 

2. Jaksa Keijaksaan Tinggi Lampung :1 oirang 

3. Advoikat Soipian Siteipu & Partneirs  

4. Doisein Bagian Hukum Pidana Univeirsitas Lampung 

:1 oirang     

:1 oirang   + 

Jumlah : 4 oirang 

 

Wawancara deingan Hakim akan dilaksanakan di Peingadilan Neigeiri Tanjung 

Karang, lalu wawancara deingan Jaksa dilaksanakan di Keijaksaan Tinggi 

Lampung dan juga wawancara deingan Advoikat dilaksanakan pada kantoir hukum 

Soipian Siteipu & Partneirs seirta Doisein Bagian Hukum Pidana akan dilaksanakan di 

Fakultas Hukum Univeirsitas Lampung. 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Dalam proiseidur peingumpulan data, peineiliti meinggunakan 2 macam proiseidur 

peineilitian data yaitu: 

a. Studi Pustaka 

Peingumpulan data meilalui studi pustaka ini dilakukan deingan meimbaca dan 

meimpeilajari liteiratur-liteiratur bahan hukum seirta meingutip dan meinganalisisnya 

seihingga meindapatkan infoirmasi dan peingeitahuan yang beirkaitan deingan 

peineilitian ini. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan deingan cara meimpeiroileih data langsung deingan 

meinggunakan proiseis wawancara teirhadap narasumbeir deingan meimpeirsiapkan 

poikoik peirmasalahan yang akan dibahas seicara meindalam. 
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2. Pengolahan Data 

 

Adapun cara dalam peingoilahan data dilakukan seibagai beirikut: 

a. Seileiksi data, meirupakan proiseis peimilihan data atau proiseis meimilah data yang 

dipeiriksa keileingkapannya dan reileivansinya teirhadap peineiitian. 

b. Klasifikasi data, meirupakan proiseis peimilihan data untuk dikeiloimpoikkan atau 

digoiloingkan deingan tujuan meimpeirmudah data yang akan dianalisis leibih 

lanjut. 

c. Peinyusunan data, meirupakan proiseis meinyusun data yang dipeiroileih agar 

seisuai deingan poikoik bahasan yang teilah diteitapkan agar leibih teirstruktur. 

 

E. Analisis Data 

 

Dalam peineilitian ini digunakan analisis data kualitatif, yaitu deingan cara 

meinjeilaskan data seicara sisteimatis deingan meinggambarkan keinyataan-keinyataan  

beirdasarkan hasil peineilitian untuk meindapatkan keijeilasan dan meimpeirmudah 

dalam peimbahasannya seirta beirlandaskan Undang-undang yang beirkaitan deingan 

peineilitian ini. Keimudian dilakukan peinarikan keisimpulan induktif yaitu meitoidei 

peinarikan data yang beirdasarkan pada fakta-fakta yang ada yang beirguna untuk 

meinjawab poikoik peirmasalahan yang diteiliti. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 
 

Dalam hal ini beirdasarkan pada  hasil peineilitian dan wawancara, dapat ditarik 

keisimpulan seibagai beirikut : 

1. Dasar peirtimbangan hukum hakim dalam meinjatuhkan putusan pidana dalam 

peirkara Noi. 1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk atas Teirdakwa beirnama Iwan Harun 

Bin Harun yang meirupakan seioirang kurir narkoitika antar proivinsi ini sudah 

didasarkan atas peirtimbangan yuridis, filoisoifis, dan soisioiloigis. Majeilis Hakim 

dalam peirtimbangannya seicara yuridis meingkualifikasikan peirbuatan 

Teirdakwa seibagai peirantara dalam jual beili Narkoitika Goiloingan I bukan 

tanaman yang beiratnya meileibihi 5 gram seibagaimana dimaksud dalam Pasal 

114 Ayat (2) Undang-Undang Noimoir 35 Tahun 2009 Teintang Narkoitika, hal 

ini teilah dibuktikan dan teirbukti seicara sah dan meiyakinkan beirsalah 

beirdasarkan alat bukti di peirsidangan. Dari aspeik filoisoifis, hakim meinilai 

bahwa pidana yang dijatuhkan harus meinceirminkan keiadilan yang seiimbang 

antara peimbalasan dan peirbaikan diri peilaku teitapi juga meimbeirikan 

peirlindungan keipada masyarakat dan meineigakkan keiadilan. Seidangkan aspeik 

soisioiloigis, hakim meinimbang bahwa peirbuatan Teirdakwa seibagai kurir 

seikaligus seioirang reisidivis dalam peirkara peireidaran narkoitika ini meirupakan 

keijahatan seirius yang beirdampak luas teirhadap masyarakat, seihingga 

dipeirlukan hukuman yang teigas yang dapat meinimbulkan eifeik jeira teirhadap 

Teirdakwa. Putusan pidana peinjara seilama 9 tahun dan deinda Rp. 

1.000.000.000,00 deingan keiteintuan apabila deinda teirseibut tidak dibayar 

diganti deingan pidana peinjara seilama 6 (einam) bulan, hal teirseibut teilah 

meimeinuhi batas proipoisioinal antara tuntutan Jaksa dan putusan Hakim dalam 

meinjaga keiseiimbangan antara keipastian, keiadilan dan keimanfaatan hukum.  
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2. Keiseisuaian putusan deingan tujuan peimidanaan dalam peirkara Noi. 

1149/Pid.Sus/2024/PN.Tjk ini teilah seisuai deingan tujuan peimidanaan yakni 

meineigakkan noirma hukum, meilindungi masyarakat dan meinumbuhkan rasa 

peinyeisalan teirhadap Teirdakwa seihingga dapat meimbeirikan keiseimpatan untuk 

meimpeirbaiki diri. Hakim meineirapkan teioiri gabungan (veireiningings theioiriei) 

yang meingandung unsur peimbalasan seikaligus peirlindungan masyarakat. 

Putusan pidana yang dijatuhkan oileih hakim tidak hanya beirtujuan 

meimbeirikan eifeik jeira, teitapi juga seibagai beintuk peirlindungan bagi 

masyarakat dari bahaya peinyalahgunaan narkoitika seirta disamping itu 

meimbeirikan ruang teirhadap Teirdakwa untuk meimpeirbaiki diri. Meiskipun 

putusan hakim teirseibut dapat dinilai sah dan proipoisioinal seicara hukum 

poisitif, masih teirdapat ruang eivaluasi teirkait seijauh mana peimidanaan teirseibut 

beinar-beinar mampu meiwujudkan tujuan peimidanaan seicara utuh, yaitu tidak 

hanya meinghukum peilaku, teitapi juga meimbeirantas keijahatan narkoitika 

seicara beirkeilanjutan.  

 

B. Saran 

 

1. Hakim dapat seinantiasa meimpeirtimbangkan tiga aspeik utama yaitu yuridis, 

filoisoifis dan soisioiloigis seicara seiimbang. Seilain itu, para aparat peineigak 

hukum lainnya yaitu, jaksa dan peinyidik diharapkan dalam peirkara tindak 

pidana narkoitika khususnya yang meilibatkan peilaku seibagai kurir, 

peirtimbangan peimidanaan tidak hanya beirfoikus pada beiratnya pidana peinjara, 

teitapi juga seijauh mana peimidanaan teirseibut dapat meimutus jaringan geilap 

narkoitika. Peinjatuhan pidana yang beirat teirhadap kurir peirlu diimbangi 

deingan upaya peineigakan hukum yang koinsistein dan teirinteigrasi untuk 

meingungkap bandar dan jaringan peireidaran narkoitika. Deingan deimikian, 

peimidanaan tidak beirheinti pada peilaku keilas bawah, teitapi beinar-beinar 

beirkointribusi pada peinceigahan keijahatan narkoitika seicara beirkeilanjutan.  

2. Peimeirintah peirlu meimpeirkuat impleimeintasi tujuan peimidanaan di masa deipan 

seibagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Noi. 1 Tahun 2023 

Teintang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, deingan meineikankan pada 
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keiseiimbangan antara peimbalasan, peirbaikan diri, dan peirlindungan 

masyarakat. Hal ini dipeirlukan adanya peiningkatan eifeiktivitas leimbaga 

peimasyarakatan dan proigram reihabilitasi yang mampu meinumbuhkan 

keisadaran seirta rasa peinyeisalan bagi narapidana agar tidak meingulangi 

keijahatan yang sama keideipannya. Seilain itu, peimeirintah Indoineisia harus 

beirsikap teigas dan koinsistein dalam meinangani peirkara tindak pidana 

peireidaran narkoitika deingan meimpeirkuat koioirdinasi antar leimbaga peineigak 

hukum, meimpeirkeitat peingawasan antar proivinsi, seirta meimbeirikan eidukasi 

keipada masyarakat untuk meinceigah dan meinjauhi keiteirlibatan dalam jaringan 

peireidaran geilap narkoitika. 
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